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Pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah mencapai keberhasilan 
melalui kebijakan pembangunan perumahan missal yang dikenal sebagai pola 
pasokan. Sektor perumahan dan permukiman telah menjadi salah satu sektor penting 
dalam pembangunan ekonomi nasional. Perumahan dan permukiman merupakan 
salah satu kebutuhan dasar manusia yang keberadaan dan ketersediaannya wajib 
dipenuhi. Salah satu wilayah yang berkembang dalam permukiman adalah 
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan 
Pangkajene merupakan tipe permukiman metrolopitan sehingga kebutuhan akan 
permukiman dan perumahan. Pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir yang terus 
bertambah 41.350 jiwa pada tahun 2012 hingga 44.835 jiwa pada tahun 2016 
sehingga kebutuhan lahan akan meningkat untuk pengembangan kawasan 
permukiman serta mengakibatkan perubahan fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) mengidentifikasi perkembangan permukiman berdasarkan hasil pemetaan 
dengan pendekatan ArcGIS di Kecamatan Pangkajene dan (2) mengetahui tingkat 
kesesuaian lahan permukiman pada Kecamatan Pangkajene berdasarkan RDTR. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis superimpose (overlay) atau tumpang 
susun peta perubahan lahan perumahan permukiman di Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan dan analisis overlay dengan peta Kawasan Permukiman berdasarkan 
RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terjadi peningkatan sebesar 591.264,110 m
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(59,13 Ha) dan kesesuaian lahan bahwa penyimpangan banyak terjadi di pusat kota 
(daerah padat) dan sempadan pantai 
Kata Kunci : Kawasan Permukiman, Kesesuaian Lahan 
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A. Latar Belakang 
Pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah mencapai 
keberhasilan melalui kebijakan pembangunan perumahan missal yang dikenal 
sebagai pola pasokan. Pola pasokan tersebut diawali dengan penugasan kepada 
Perum Perumnas untuk menyediakan perumahan sederhana pada tahun 1974 
dan kemudian juga dikembangkan oleh para pengembang swasta yang juga 
melayani masyarakat golongan berpenghasilan menengah keatas. Namun 
demikian, dapat diakui bahwa masih terdapat sekitar 85% perumahan yang 
diupayakan sendiri oleh masyarakt secara informal. 
Sektor perumahan dan permukiman telah menjadi salah satu sektor 
penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Perumahan dan permukiman 
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang keberadaan dan 
ketersediaannya wajib dipenuhi. Sebagai satu kebutuhan dasar manusia, 
ketersediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi syarat juga 
mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan, keluarga, 
persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Semakin 
meningkatknya laju perkembangan jumlah penduduk dan fenomena urbanisasi 
yang terjadi di kota-kota besar juga mengakibatkan semakin meningkatnya 
kebutuhan akan ruang kota, seperti fasilitas perumahan dan permukiman. 
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Perkembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada 
hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan 
yang layak huni, aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. 
Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang 
digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di 
wilayah perkotaan dan perdesaan (Koestoer, 1997). Pertambahan jumlah 
penduduk menyebabkan kebutuhan permukiman sebagai tempat tinggal 
semakin tinggi. Ketersedian lahan yang terbatas sehingga mengakibatkan 
pembangunan akan bergerak ke pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan 
permukiman. Ketersedian lahan untuk permukiman menjadi masalah, apabila 
kebutuhan permukiman tidak terpenuhi. Permukiman merupakan salah satu 
sarana yang penting bagi manusia untuk tempat tinggal. Pertambahan 
permukiman sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan 
kepadatan penduduk semakin bertambah, maka permukiman yang dibutuhkan 
semakin bertambah pula. 
Penggunaan lahan di suatu wilayah perlu diketahui, karena untuk 
mengetahui bagaimana dampak dari perubahan penggunaan lahan terhadap 
daya dukung lahan sehingga berdampak pada menurunya kualitas sebuah 
lingkungan. Degradasi atau penurunan kualitas lingkungan tersebutterkait 
dengan pola penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah 
penataan ruang,yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat 
pencemaran di wilayah tersebut (Sukojo Bangun Muljo, 2003:1). 
3 
 
Allah swt mengingatkan besarnya nikmat rumah bagi manusia seperti 
yang dijelaskan dalam Q.S An-Nahl/80 di bahwah ini: 
                            
                                       
 
Terjemanahnya: 
“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal 
dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit 
binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu 
berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu 
domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan 
(yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”. 
 (Kementrian Agama RI, 2012) 
 
Menurut Ahmad Mushtafa Al-Maroghi dalam tafsir Al-Maroghi, 
menafsirkan ayat-ayat ini bahwa Allah telah menyebutkan nikmat-nikmat yang 
Dia limpahkan kepada para hamba-Nya. Dimulai dengan nikmat yang 
dikhususkan bagi orang-orang yang bermukim, dengan Firman-Nya : 
“menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal” kemudian 
nikmat yang dikhususkan bagi para musafir yang mampu mendirikan kemah, 
dengan Firman-Nya: “menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) 
dari kulit binatang ternak”. 
Kebutuhan akan penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan di tiap 
daerah saat ini masih memerlukan pengembangan, untuk membantu 
pelaksanaan tugas dalam melakukan pengolahan dokumentasi kegiatan 
pembangunan dan pemetaaan lokasi-lokasi perumahan permukiman untuk 
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menentukan lokasi kegiatan yang sesuai dengan tingkat kepentingan atau 
kebutuhan masing-masing kabupaten/kota atau RTRW kabupaten/Kota melalui 
Sub Bidang Perencanaan dan Program, hal itu masih dilakukan dengan cara 
melihat, mencari informasi tentang lokasi dan menentukan kriteria yang cocok 
untuk bahan pertimbangan yang memungkinkan perlu dilakukannya proses 
pengamatan, sehingga pihak aparatur membutuhkan waktu yang cukup lama 
dan kecermatan dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan 
kabupaten/kota tersebut, maka dibutuhkannya suatu sistem yang dapat 
memudahkan untuk menginformasikan, memetakan, memonitoring dan 
memberikan rekomendasi pembangunan untuk suatu kabupaten/kota berupa 
Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan kawasan permukiman suatu 
daerah. 
Permukiman merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, karena 
merupakan satuan interaksi atau aktivitas yang terjadi di masyarakat. 
Pertumbuhan penduduk beriringan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gerbang bagi Indonesia Timur, sehingga 
dalam perkembangannya Sulawesi Selatan memiliki banyak daya tarik dari segi 
ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya untuk terus mengalami 
pertumbuhan. Peruntukan lahan permukiman di Sulawesi Selatan 113.975,57 
Ha dengan peruntukan lahan permukiman di Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan 3472,31 Ha sedangkan dalam RTRW luas penggunaan lahan untuk 
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permukiman berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan hanya 2288,53 Ha denga presentase 2,55%. 
Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah yang berada dalam 
wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 km
2
 (setelah diadakan analisis 
Bakosurtanal) Dengan jumlah penduduk 326.700 jiwa dengan luas wilayah 
12.332,73 km
2
  yang terdiri dari 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak 
pada wilayah daratan dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Luas 
wilayah Kecamatan Pangkajene 47,39 km
2
 dengan Jumlah penduduk di 
Kecamatan pangkajene sebanyak 44.835 jiwa menunjukkan kecamatan 
Pangkajene merupakan tipe permukiman metrolopitan sehingga kebutuhan akan 
permukiman dan perumahan. Pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir yang 
terus bertambah 41.350 jiwa pada tahun 2012 hingga 44.835 jiwa pada tahun 
2016 sehingga kebutuhan lahan akan meningkat untuk pengembangan kawasan 
permukiman serta mengakibatkan perubahan fungsi lahan maka dari itu perlu 
identifikasi perubahan lahan permukiman dan identifikasi kesesuaian lahan 
permukiman. 
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan 
tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sebaran 
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permukiman di Kecamatan Pangkajene terdiri atas rumah perkotaan yakni 
rumah yang terletak di kawasan perkotaan dan rumah pedesaan dengan jumlah 
seluruh kawasan permukiman di Kecamatan Pangkajene adalah 7,36 km
2
 yang 
tersebar di seluruh wilayah di Kecamatan Pangkajene. 
Terlihat bahwa wilayah Kecamatan Pangkajene kebutuhan akan tempat 
tinggal tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan, namun di perdesaan pun 
juga memiliki kebutuhan yang sama. Jika dilihat dari aspek kehidupan sosial 
masyarakat Kecamatan Pangkajene yang senantiasa memberikan tempat tinggal 
pada semua anggota keluarganya telah bergeser dan daya tarik wilayah 
perkotaan mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan permukiman. Sehingga 
kebutuhan masyarakat akan perumahan yang tinggi dan ini juga 
mengindikasikan bahwa aspek lahan yang semakin terbatas dan sangat strategis 
tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sebagian masyarakat yang 
sudah berkeluarga cenderung berkeinginan memiliki tempat tinggal sendiri.  
Sehingga kebutuhan akan lahan permukiman pada wilayah perkotaan terus 
meningkat.  
Maka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesesuaian pemanfaatan 
lahan permukiman dengan pendekatan Arcgis dan pengembangan permukiman 
berdasarkan hasil pemetaan penulis melakukan penelitian dengan judul 
penelitian yaitu “Studi Kawasan Permukiman Berbasis GIS Kecamatan 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimana perkembangan permukiman berdasarkan hasil pemetaan 
dengan pendekatan ArcGIS di Kecamatan Pangkajene ? 
2. Seberapa besar tingkat kesesuaian lahan permukiman pada Kecamatan 
Pangkajene berdasarkan RDTR? 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengidentifikasi perkembangan permukiman berdasarkan hasil 
pemetaan dengan pendekatan ArcGIS di Kecamatan Pangkajene. 
b. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan permukiman pada 
Kecamatan Pangkajene berdasarkan RDTR. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini untuk menjadi 
masukan bagi pemerintah daerah Kecamatan Pangkajene dalam 
pengambilan kebijakan untuk pembangunan perumahan permukiman 
di Kecamatan Pangkajene. 
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b. Bagi masyarakat setempat, dapat memberikan informasi dan manfaat 
kepada masyarakat untuk pembangunan perumahan permukiman di 
Kecamatan Pangkajene. 
c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk peneliti 
selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan Pemetaan Kawasan 
Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Pangkajene. 
D. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup yang digunakan dalam studi penelitian ini meliputi ruang 
lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup kawasan bertujuan 
untuk membatasi materi pembahasan. 
1. Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamtan Pangkajene 
yang berada pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Ruang Lingkup Materi 
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah pemetaan kawasan 
permukiman berbasis GIS dalam mensinkronisasikan perkembangan 
perumahan permukiman dan peruntukan kawasan permukiman berdasarkan 






E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini maka dibuat susunan kajian 
berdasarkan metodologinya dalam bentuk sistematika penulisan yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi dan 
berkaitan dengan pengertian perumahan dan permukiman, 
pengembangan dan Pembangunan Perumahan Permukiman, 
Pemetaan, Sistem Informasi Geografis (GIS), Ruang Lingkup 
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan serta kerangka pikir. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang metodelogi penelitian yang terdiri dari 
lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan metode pengumpulan 






A. Pengertian Perumahan dan Permukiman 
Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman merupakan 
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam bentuk tugas 
dan peran masing-masing secara seimbang. Pemerintah dalam hal ini memiliki 
peran yang lebih dominan dalam memfasilitasi dan memberikan mediasi, 
sedangkan masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab secara penuh 
dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, terutama secara fisik.  
Arthur B. Gallion (1994) berpendapat, bahwa permukiman merupakan 
unsur terpenting dalam pola kota. Banyaknya program-program yang 
dikembangkan selama bertahun-tahun jarang menghasilkan suatu rencana 
menyeluruh untuk memenuhi semua tingkat kebutuhan masyarakat. Bagian yang 
paling sulit dicapai dalam rencana komprehensif adalah unsur perumahan. Unsur 
ini memerlukan peran serta yang maksimal dari sektor swasta untuk mencapai 
sasaran dan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan unsur-
unsur yang menyangkut kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat golongan 
ekonomi mememgah dan rendah. 
Simon Eisner (1994) menyatakan, bahwa unsur perumahan harus terdiri 
dari identifikasi dan analisis kebutuhan perumahan sekarang dan yang 
diprakirakan, serta suatu pernyataan tujuan, kebijaksanaan, sasaran yang 
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dikuantifisir, dan program penjadwalan untuk preservasi, perbaikan, dan 
pembangunan perumahan. Unsur perumahan harus mengidentifikasi lokasi yang 
memadai untuk perumahan, termasuk perumahan sewa, perumahan rakitan 
pabrik, dan rumah-mobil, serta harus mengadakan secukupnya untuk memenuhi 
kebutuhan sekarang dan yang diproyeksikan dari semua golongan ekonomi pada 
suatu wilayah.  
Perumahan, mungkin merupakan permasalahan lingkungan yang tidak 
terduga sebelumnya (Bruce Stokes, 1982). Di masa lalu penganut lingkungan 
menganjurkan dikuranginya pertumbuhan perumahan, yang telah meruntuhkan 
impian banyak orang untuk dapat memiliki rumah keluarga tunggal di atas persil 
lahan yang dimilikinya. Ironisnya dewasa ini impian tersebut telah mati, justru 
karena masyarakat telah mengabaikan keterbatasan sumberdaya alam pada 
pembangunan rumah yang tidak terencana.  
Penggunaan lahan untuk perumahan di daerah perkotaan menacuk 
prosentase yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan 
yang lain (Sammis B. White, 1992). Sektor perumahan memegang peran penting 
dalam perekonomian nasional, dan merupakan kebijakan sosial nasional. 
Sebagian besar perumahan dimiliki secara pribadi dan bersifat eksklusif, 
meskipun pemerintah ikut terlibat aktif dalam berbagai aspek perumahan.  
Pengaruh Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
dalam Mendukung Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo (Indro 
Sulistyanto, 2007), menunjukkan dominasi pengembangan dan pembangunan 
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yang tidak terkendali baik di wilayah perdesaan dengan semakin menyusutnya 
lahan-lahan produktif menjadi lahan-lahan terbangun untuk perumahan dan 
permukiman, maupun semakin padatnya perumahan dan permukiman kota. 
Kondisi ini perlu diantisipasi dengan adanya pedoman dan pengendalian melalui 
data-base dan naskah akademik bagi pengembangan dan pembangunan 
perumahan dan permukiman di perdesaan maupun di perkotaan. 
Danarti Karsono, 2006), menunjukkan perlunya suatu model 
pengembangan perumahan dan permukiman, dengan tidak hanya menyentuh pada 
fisik, namun juga bagi ekonomi produktif, dan pendayagunaan lingkungan 
perumahan dan permukiman.  
Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan 
Pelaksanaan Penataan Bangun-bangunan dan Lingkungan Permukiman 
Tradisional/ Bersejarah (Danarti Karsono dan Bamban Yuuwono, 2006) 
dilakukan sebagai bagian dari upaya pencapaian Gerakan Nasional Pembangunan 
Sejuta Rumah, yang bertujuan untuk menata bangun-bangunan dan lingkungan 
permukiman yang memiliki potensi spesifik karena keberadaannya pada kawasan 
yang memiliki karakteristik tradisional, berkaitan erat dengan seni dan budaya, 
maupun kedekatannya dengan nilai-nilai kesejarahan yang ada di dalamnya. 
Prosedur pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan 
Pelaksanaan Penataan Bangun-bangunan dan Lingkungan Permukiman 
Tradisional/ Bersejarah disusun agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
perkembangan perumahan dan permukiman, dapat lebih memberi arti dengan 
13 
 
menyentuh pada revitalisasi bangun-bangunan dan lingkungan permukiman yang 
memiliki karateristik spesifik baik dari tradisional, keeratannya dengan seni 
budaya, maupun kedekatannya dengan nilai-nilai kesejarahan dapat berjalan 
seiring dan serasi dalam suatu konsep pembangunan yang terlanjutkan. 
Dalam konteks dominasi kegiatan maupun pemanfaatan lahan yang 
semakin progresif dalam pengembangan dan pembangunan perumahan dan e-
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Fakultas Teknik UTP Surakarta Vol. 21 No 
25, Juli 2017  
permukiman, maka kedudukan Naskah Akademik di dalam 
pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman akan didapatkan 
kejelasan tentang arahan dan bentuk upaya pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman yang diharapkan dapatmenjadi penyeimbang 
lingkungan hidup dan lingkungan binaannya, baik yang berkembang sebagai 
permukiman perkotaan, maupun permukiman pedesaan. 
Dalam Undang-undang Republik Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu 
satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 
perdesaan. 
Manusia memiliki tiga macam kebutuhan primer, yaitu pangan, sandang 
dan papan (Sadana, 2014). Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan 
yang menyangkut kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan sandang menyangkut 
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kebutuhan untuk berpakaian guna menutup tubuh. Kebutuhan papan adalah 
kebutuhan manusia untuk bertempat tinggal, beristirahat dan berlindung dari 
cuaca. Berdasarkan kebutuhan primer tersebut manusia mulai membangun 
peradaban dengan membangun lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Permukiman berasal dari kata mukim yang berarti penduduk tetap, tempat 
tinggal/kediaman, daerah dan dapat pula didefinisikan sebagai kawasan. 
Sehingga, kata permukiman dapat didefinisikan sebagai daerah yang terdiri dari 
kumpulan tempat tinggal yang didiami oleh masyarakat yang bermukim di suatu 
tempat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik 
perkotaan maupun pedesaan , yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (UU 
No.1/2011). 
Perumahan juga dikenal dengan istilah Housing. Housing berasal dari 
bahasa inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan 
rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan 
tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasaran dan saran lingkungan. 
Terkait dengan pembangunan perumahan, sering kita kenal dengan istilah 
perumahan rakyat. Perumahan rakyat adalah sekelompok rumah atau tempat 
kediaman yang layak hunidan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas 
umum, maupun fasilitas social, yang dibangun bagi kepentingan rakyat. 
Perumahan rakyat dapat diartikan sebagai sekumpulan rumah-rumah yang 
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sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (Sadana.S 
Agus,2014) 
Perumahan tidak sama dengan pemukiman. Pemukiman merupakan 
lingkungan tempat tinggal manusia dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung 
perikehidupan dan penghidupan para penghuninya. Perumahan lebih tepat 
didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan rumah. Dalam SNI 03-6981-
2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana lingkungan. 
Sebagai kelompok rumah, perumahan dapat menjadi bagian dari 
pemukiman. Perbedaan nyata perumahan dan pemukiman terletak pada 
fungsinya. Pada kawasan pemukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda 
yaitu sebagai tempat tinggal sekaligus mencari nafkah bagi sebagian 
penghuninya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan 
rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi 
perumahan hanya sebgai tempat tinggal dan tidak merangkap sebagai mencari 
nafkah (Sadana.S Agus,2014). 
Dalam penelitian yang ditulis oleh Sasongko (2005) dijelaskan bahwa 
permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal manusia. Pembentukan suatu 
lingkungan permukiman pada dasarnya sangat ditentukan oleh berbagai faktor, 
diantaranya adalah budaya masyarakat setempat. Bagaimana individu 
berhubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sudah tentu berbeda 
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antara satu budaya dengan budaya lainnya, selanjutnya bagaimana ruang itu ditata 
dan dirancang sangat tergantung pada pandangan hidup masing-masing.  
Menurut Suparno Sastra M, permukiman adalah suatu tempat bermukim 
manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi 
makna, permukiman berasal dari terjemahan kata settlements yang mengandung 
pengertian suatu proses bermukim. Permukiman sebagai tempat (sarana) hidup 
manusia dapat digolongkan dalam 2 skala yaitu : 
a. Permukiman (Skala makro) Human Settelment, 
b. Perumahan (Skala mikro) Housing. 
Permukiman merupakan suatu kesatuan wilayah dimana suatu perumahan  
berbeda, sehingga lokasi dan lingkungan perumhan tersebut sebenarnya tidak 
akan pernah dapat lepas dari permasalahan dan lingkup keberadaan suatu 
permukiman. Oleh karena itu sebaiknya jika akan dilakukan pengembangan 
perumahan, terlebih dahulu harus betul-betul diketaui dan diteliti keadaan dan 
kondisi permukiman dimana perumahan tersebut akan dibangun. Upaya tersebut 
anatara lain bisa dilakukan melalui studi kelayakan terlebih dahulu agar 
keberadaan perumahan tersebut dapat betul-betul sesuiau dengan kebutuhan yang 
semestinya dalam operasionalnya nanti dapat mendukung arah dan laju 
pengembangan permukiman sudah direncanakan. 
Perumahan dan Permukiman menurut Dharoko dalam Budihardjo. ed, 
(2009) bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal bersama yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. 
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Menurut (Kuswartojo, Tjuk, 2005) makna dari perumahan dapat 
dikategori menjadi perumahan formal yakni perumahan yang dibangun degan 
suatu aturan yang jelas dengan suatu pola yang teratur, perumahan informal 
adalah akumulasi rumah yang dibangun oleh keluarga atau individu tanpa 
mengikuti suatu aturan sehingga terkesan acak. Sedangkan permukiman dapat 
diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, 
berkembang serta melangsungkan hidupnya. 
Pengertian permukiman sering dihubungkan dengan kediaman manusia 
atau masyarakat berupa perumahan dalam lingkungan yang terkendali sehingga 
manusia dapat hidup sesuai kebutuhan. Dengan demikian perumahan dan 
permukiman adalah suatu lingkungan dimana terdapat bangunan fisik, manusia 
dengan aktifitasnya serta di dalamnya terdapat sarana dan prasarananya sebagai 
wadah pendukung. 
Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 
lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tingal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu 
kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, 
pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon jalan, yang memungkinkan 
lingkungan permukiman berfungsi sebagai mestinya. 
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Menurut WHO, Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat 
berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta 
keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individuan (Komisi WHO 
Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). 
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik berupa kawasa perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkunga hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan (Sastra dan Marlina, 2006 : 36-37). 
Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau 
wilayah beserta prasarana yang ada didalamnya (Sadyohutomo, 2008 : 134). 
Permukiman pada garis besarnya terdiri dari berbagai komponen yaitu:pertama 
lahan atau tanah yang diperuntukkan untuk permukiman dimana kondisi tanah 
akan mempengaruhi harga dari satuan tanah yang dibangun di atas lahan itu, dan 
yang kedua prasarana perumahan yaitu jalan lokal, saluran drainase, saluran air 
kotor, saluran air bersih, serta jaringan listrik dan telepon (Sinulingga, 1999 : 
186). 
Menurut Blaang ( 1986:290) Pemukiman adalah kawasan perumahan yang 
ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, fisik tata ruang, 
dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial 
sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber-sumber dana 
dan pengelolaan lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan 
peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tentram, hikmat, 
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nyaman dan sejahtera dalam keselarasan, kesesuaian dan keseimbangan agar 
berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara.  
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan 
Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, 
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman). 
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman). 
Kawasan pemukiman adalah bagian dari kawasan budidaya yang 
ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk pemukiman (SNI 
03-1733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan). 
Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung ,baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan,yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
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yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pemukiman adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 
prasarana, sarana, dan utilitas umum,serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi 
lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan (Undang –Undang No.1 Tahun 
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan permukiman). 
1. Jenis dan Tipe Permukiman 
Dari definisinya, kawasan permukiman merupakan lingkungan tempat 
tinggal yang lebih dari sekedar rumah atau perumahan. Lingkungan 
pemukiman juga mencakup segala fasilitas dan kelengkapan untuk memenuhi 
kebutuhan social dan mencari nafkah. Lingkungan hunian yang berupa desa 
maupun kota juga merupakan permukiman. Dari banyaknya jumlah penghuni 
yang ditampung permukiman dapat dibagi dalam beberapa tipe. 












100 – 5.000 








10 juta – 500 juta 
Sumber : Istiqomah dan Hanas (2011) 
Kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat 
digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam  maupun 
buatan manusia, sehat dan mempunyai akses dan kesempatan berusaha 
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(Direktorat jendral Penataan Ruang Pekerjaan Umum, Modul terapan 
pedoman kriteria teknis kawasan budi daya (Jakarta: PU, 2007). 
Permukiman dapat berupa suatu kelompok hunian, sebuah dusun, desa 
dan kota. Pada dasarnya, permukiman dapat dibagi menjadi bentuk pedesaan 
dan bentuk perkotaan (Muthmainna 2013). Permukiman desa dan 
permukiman kota mempunyai karkteristik yang berbeda. Perbedaaan 
pemukiman desa dan pemukiman kota terlihat dari perbedaan karkteristik 
penggunaan ruangnya. Singkatnya, karkteristik penggunaan ruang sebuah 
desa pertanian kecil akan terlihat berbeda dengan sebuah kota metropolitis 
(Muthmainnna, 2012) 
Permukiman desa juga dikenal dengan sebutan kampung atau dusun. 
Dari aspek hubungan antar penduduknya, desa merupakan suatu lingkungan 
dengan penduduk yang memiliki hubungan akrab dan serba informal. Dari 
aspek aktivitas ekonominya, masyarakat desa juga memiliki ciri-ciri aktivitas 
ekonomi yang beragam, namun kegiatan yang paling menonjol di desa adalah 
kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Oleh Karena itu, desa atau dusun 
identik dengan suatu wilayah permukiman yang terdapat di pedesaan, dengan 
kegiatan utama pertanian. Pengertian tentang desa diperjelas dalam Undang 
Undang Tentang Penataan Ruang (UU No 26 Tahun 2007). Dalam Undang 
Undang dijelaskan disebutkan bahwa kawasan pedesaaan adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya 
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alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. 
Permukiman kota dapat dikenali dari jenis-jenis aktivitas yang 
dilakukan penduduknya. Jenis-jenis aktivitas yang menonjol dikawasan kota 
pada umumnya sangat beragam, seperti:  perdagangan, perkantoran, 
pelayanan jasa, dan pusat pemerintahan. Dari aspek hubungan antar 
penduduknya,  masayarakat kota cenderung kurang akrab dan kurang 
mengenal satu dengan yang lainnya. Hubungan anatar penduduknya lebih 
ditentukan oleh kepentingan dibandingkan kekeluargaan. Dalam Undang 
Undang Tentang Penataan Ruang ( UU No 26 Tahun 2007 ) juga dijelaskan 
tentang kawasan perkotaan, yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 
social dan kegiatan ekonomi. 
2. Lingkungan Permukiman 
Lingkungan hidup merupakan hasil interaksi dan hubungan timbal balik 
yang dinamis antara sumber daya alam non hayati, sumber daya alam hayati, 
dan sumber daya kultural.Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau 
hunian yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, yakni lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung.Dengan demikian, kualitas lingkungan 
permukiman sangat bergantung pada kondisi komponen- komponen 
lingkungan hidup yang menyusunnya. 
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Permukiman kota adalah suatu lingkungan di daerah perkotaan yang 
terdiri dari perumahan tempat tinggal manusia yang dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan. Permukiman kota 
memiliki permasalahan yang rumit akibat dari tingginya pertumbuhan 
penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan pertumbuhan 
permukiman yang tinggi pula. Tingginya pertumbuhan permukiman yang 
tidak diiringi dengan perencanaan dan pengendalian dapat mengakibatkan 
tidak teraturnya penggunaan lahan dan berkurangnya lahan yang sesuai bagi 
pembangunan lingkungan permukiman selanjutnya. Keadaaan ini dapat 
menjadi faktor pendorong kemerosoton kualitas lingkungan permukiman kota 
sehingga tidak mampu menjaga keberlanjutan pembangunan. 
Penataan perumahan dan permukiman harus memperhatikan aspek 
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di sector 
permukiman diartikan sebagai pembangunan permukiman secara 
berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi 
social,  ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja 
semua orang. Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai kegiatan 
yang berkelanjutan memerlukan dukungan sumber daya pendukung, baik 
ruang dan lingkungan, alam, kelembagaan dan financial maupun sumber daya 
lainnya secara memadai. 
Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar rmanusia, sekaligus 
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mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang 
sehat, aman, serasi dan teratur. Kesehatan manusia dan pembangunan 
berkelanjutan adalah hubungan yang  tidak mungkin terpisahkan. Manusia 
sebagai pusat perhatian dari pembangunan yang  berkelanjutan harus dapat 
hidup secara sehat dan produktif, serta selaras dengan alam. 
Keadaan pasca bencana memberikan peluang untuk membangun dan 
mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Peluang dari situasi krisis 
seperti bencana alam ialah munculnya kesadaran warga masyarakat untuk 
menyusun langkah-langkah pencegahan bencana dimasa depan. Bencana 
dapat dianggap sebagai momen penting untuk masa depan yang lebih baik, 
namun dalam pelaksaan rehabilitasi pasca bencana seringkali terdapat 
kesenjangan anatara penyusunan kebijaksaaan  di tingkat makro dengan 
dorongan percepatan pelaksanaan rehabilitasi di tingkat mikro. Keadaan ini 
dapat menyebabkan terhambatnya proses penataan ruang yang rasional. Selain 
itu seringkali dijumpai bahwa pemulihan perumahan dan permukiman pasca 
bencana masih lebih terfokus pada pembangunan kembali rumah – rumah 
penduduk dibandingkan dengan pemulihan kembali permukiman. 
3. Fungsi Utama Peruntukan Permukiman 
a. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung 




b. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta 
sarana bagi pembinaan keluarga. 
4. Kriteria Umum dan Kaidah Perencanaan Permukiman 
a. Pemanfaatan ruang untuk peruntukan kawasan permukiman  harus sesuai 
dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan 
lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat 
memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat 
dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
b. Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat dan 
pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
permukiman nasional dan surat Keputusan Menteri Permukiman dan 
prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan 
Strategis Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP); 
c. Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan 
terjangkau oleh sarana transportasi umum; 
d. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan harus didukung oleh ketersediaan 
fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, 
perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah, dan 
drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama); 
e. Tidak menggangu fungsi lindung yang ada 
f. Tidak menggangu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;  
26 
 
g. Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun 
(lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah, penyelenggaraan 
pengelolaan, dan pembinaanya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 
80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap 
Bangun yang Berdiri Sendiri. 
5. Karakteristik Lokasi dan Kesesuaian Lahan Permukiman 
a. Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25 %);  
b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh 
penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 
antara 60 L/org/hari - 100 liter/org/hari;  
c. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);  
d. Drainase baik sampai sedang;  
e. Tidak berada pada kawasan lindung;  
f. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;  
g. Menghindari sawah irigasi teknis. 
6. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
Pembanguan perumahan dan kawasan pemukiman yang bertumpu 
pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam 
pembangunan di perumahan dan kawasan pemukiman, pemerintah dan 
pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilisator, 
memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan 
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penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, 
antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industry bahan dan 
komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, 
sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan 
yang mendukung (undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 
Tentang perumahan dan pemukiman.
 
Kebijakan umum pembanguna perumahan dan pemukiman diarahkan 
untuk : 
 
a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan 
utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan 
kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; 
b. Ketersediaan dana murah berjangka panjang yang berkelanjutan untuk 
kebutuhan pemenuhan rumah, perumahan, pemukiman serta lingkungan 
hunian perkotaan dan pedesaan; 
c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata 
ruang dan tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna  
d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara;dan 
e. Mendorong iklim investasi asing. 
B. Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Permukiman 
Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki meningkatkan suatu 
yang ada. Sedangkan pembangunan adalah mengadakan atau membuat sesuatu 
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yang belum ada (Jayaditama,1986). Kedua istilah ini sekarang sering digunakan 
untuk maksud yang sama yakni pengembangan atau pembangunan social 
ekonomi. 
Selanjutnya pengembangan atau pembangunan memiliki hubungan dua 
arah antara perencanaan di berbagai tingkat baik berupa Top-Down maupun 
Bottom-Up Planning. Pengembangan dapat berjalan jika berada pada suatu 
wilayah oleh Hamilton dan Glesson dalam Adisasmita R (1989) didefinisikan 
sebagai berikut : 
a. Wilayah didasarkan pada adanya pemusatan penduduk pada suatu pusat 
daerah. 
b. Wilayah berdasarkan pada homogenitas fisik ekonomi dan social. 
c. Wilayah didasarkan pada adanya kesamaan administarasi atau kesamaan 
daerah politik. 
Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat dilihat pengertin 
pengembangunan wilyah merupakan usaha dan daya untuk sumber-sumber daya 
manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan 
pemenuhan berbagai kebutuhan dan menampung pertambahan jumlah penduduk 
dan perubahan nilai-nilai kemasyarakatan yang timbul akibat dari proses 
pembangunan. 
Dalam pembangunan wilayah dikenal adanya kategori wilayah 
perencanaan, dimana wilayah perencanaan ini sangat penting artinya apabila 
dikaitkan dengan masalah-masalah kebijakan regional. Sedangkan pembagian 
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wilayah perencanaan sektoral yang berlokasi disuatu lingkungan geografisnya. 
Wilayah perencanaan merupakan suatu wilayah pengembangan dimana program-
program pembangunan dilaksanakan. Dalam hal ini yang penting diperhatikan 
adalah persoalan koordinasi dan sentralisasi pembangunan dapat ditingkatkan. 
Dalam kondisi penduduk kota yang becampur baur antara tingkat 
atas,menengah dan bawah, maka pendekatan pembangunan perumahan dan 
pemukiman harus disesuaikan dengan kondisi fisik, ekonomi, social budaya suatu 
kawasan. Pemerintah daerah termasuk pemerintah kota mempunyai tanggung 
jawab untuk membangun pemukiman di kota agar disesuaikan dengan standar 
perencanaan kota yang baik ataupun dapat meningkatkan standar perencanaan itu, 
setidak-tidaknya suatu pemukiman dapat memenuhi syarat-syarat kesehatan 
maupun mempunyai harkat dan martabat penduduk sebagai manusia. 
Ada beberapa cara untuk pembangunan pemukiman yaitu; pembangunan 
secara individual dan tidak terorganisasi, pembangunan oleh pengembang, 
perbaikan kampung, peremajaan kota dan konsolidasi tanah perkotaan. 
C. Pemetaan 
Istilah pemetaan seringkali digunakan pada ilmu matematika untuk 
menunjukkan proses pemindahan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 
Proses tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh kartografer, yaitu 
memindahkan informasi dari permukaan bumi ke dalam kertas. Hasil dari 
pemindahan informasi tersebut dinamakan peta atau map. 
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Menurut Audrey N. Clark dalam Skripsi Cita Ichtiara 2008 peta 
didefinisikan sebagai : “A representation of the earth’s surface or a part of it, or 
of the heavens, delineated on a flat sheet of paper or other material.” Maka dari 
definisi diatas dapat dikatakan bahwa peta adalah representasi dari permukaan 
bumi atau bagian dari permukaan bumi pada kertas atau media lainnya. Informasi 
yang terdapat pada peta dapat berupa letak ataupun bentuk geografis dari suatu 
lokasi tertentu. 
1. Fungsi Peta 
Secara umum, peta berfungsi untuk : 
a. Menunjukkan lokasi pada permukaan bumi; 
b. Menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala, baik gejala alamiah 
maupun gejala insaniah; 
c. Menentukan arah serta jarak suatu tempat; 
d. Menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat 
e. Menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan nonalami; 
f. Melukiskan luas dan pola; 
g. Memungkinkan pengambilan kesimpulan dari data atau informasi yang 
tersaji, serta: 
h. Memperlihatkan gerak perubahan dan prediksi dari pertukaran barang-





2. Klasifikasi Peta 
Terdapat beberapa macam jenis peta, yang dapat diklasifikasikan 
berdasarkan sifat, macam, dan skala. 
a. Berdasarkan Sifat 
Dilihat dari sifatnya, terdapat dua macam peta yaitu peta topografi 
dan tematik. Peta topografi adalah peta yang berisi informasi mengenai 
bentuk permukaan bumi. Informasi tersebut dapat berupa gambaran-
gambaran unsur-unsur alam, seperti sungai, laut, gunung ataupun berupa 
gambaran unsur-unsur buatan manusia, seperti perumahan serta 
pelabuhan. 
Sedangkan peta tematik merupakan peta yang memiliki suatu tema 
tertentu, atau menggabungkan beberapa unsur-unsur tertentu memiliki 
kesamaan. Contohnya adalah peta jaringan (jaringan pipa air minum, peta 
jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan irigasi), 
peta ketinggian (kontur, digital terrain model/ digital elevation model), 
serta peta tata guna lahan (land use) seperti sawah, hutan, kebun, lading. 
b. Berdasarkan Macam 
Melalui asumsi peta secara tradisional, kita mengenal dua macam 
peta yaitu peta garis dan peta foto. Peta garis merupakan peta yang 
merepresentasikan keadaan sebenarnya dalam bentuk garis, missal 
mewakili jalan. Sumber informasi tersebut didapat dari hasil survey 
(pengukuran) di lapangan atau foto satelit maupun udara yang selanjutnya 
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dikonversi menjadi peta garis. Peta foto merupakan peta yang didapat dari 
hasil foto satelit maupun udara. 
c. Berdasarkan Skala 
Klasifikasi peta berdasarkan skala merupakan pengelompokkan 
peta berdasarkan ukuran relative peta terhadap ukuran sebenarnya. Untuk 
itu terbagi menjadi tiga kelompok; yakni skala besar, skala sedang, dan 
skala kecil. Peta skala besar adalah peta dimana bilangan skalanya kurang 
dari atau sama dengan 10000 atau skala 1 : 10.000. untuk peta skala 
sedang merupakan peta dimana bilangan skalanya lebih dari 10000 
sampai dengan kurang dari atau sama dengan 100000 atau skalanya 
antara 1 : 10000 > skala sedang > 1 : 100000. Sedangkan peta skala kecil 
adalah peta dimana bilangan skalanya besar dari 100000 atau skalanya < 
1 : 100000. 
3. Peta Digital 
Perkembangan dalam teknologi komputer memungkinkan perpindahan 
media untuk pemetaan menjadi digital. Peta dapat diterjemahkan ke dalam 
bentuk biner yang merupakan representasi dari pixel-pixel gambar. Dari 
bentuk tersebut, didapat informasi geografis yang merepresentasikan keadaan 
sebenarnya. 
Pada pemetaan digital berbagai macam jenis peta yang 
diklasifikasikan berdasarkan sifat, macam, dan skala, dapat diintegrasikan 
menjadi satu kesatuan. Adapun dalam penggunaannya, pemetaan digital 
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dapat menjadi lebih fleksibel karena banyaknya jumlah informasi yang 
dimiliki dan mudahnya pengaksesan informasi. 
Terdapat tiga informasi umum pada peta digital, yaitu : 
 Informasi geografis, menyediakan informasi menganai posisi dan bentuk-
bentuk dari fitur geografis yang spesifik. 
 Informasi atribut, menyediakan informasi non-grafis tambahan mengenai 
tiap-tiap fitur 
 Informasi tampilan, menjabarkan informasi mengenai bagaimana 
tampilan fitur pada layar. 
Bentuk peta digital yang paling sederhana adalah memindahkan media 
peta yang sebelumnya kertas menjadi gambar pada computer, missal JPEG 
tanpa adanya database dengan keampuan interaktif. 
Dengan peta digital, informasi mengenai bumi tidak terbatas sampai 
dua dimensi. Dapat dilakukan ekplorasi permukaan bumi hingga keadaan 
ruang dalam bentuk tiga dimensi. Informasi ruang mengenai bumi 
sebenarnya sangat kompleks, disinilah peta digital berjaya dengan dapat 
menunjukkan aspek-aspek berikut pada peta : 
- Lokasi-lokasi yang berkenaan dengan ruang; merupakan objek-objek 
ruang yang khas pada sistem koordinat (projeksi sebuah peta) 




- Hubungan ruang; hubungan antar objek-objek ruang 
- Waktu; untuk perolehan data, data atribut dan ruang 
D. Sistem Informasi Geografis (SIG) 
1. Konsep Dasar SIG 
SIG (Sistem Informasi Geografis) atau dikenal pula dengan GIS 
(Geographical Information System) merupakan suatu istilah dalam bidang 
pemetaan yang memiliki ruang lingkup mengenai bagaimana suatu sistem 
dapat menghubungkan objek geografis dengan informasinya. Rahmad dalam 
Skripsi Cita Ichtiara 2008 mendefinisikan SIG berdasarkan pemahaman tiap-
tiap kata yaitu : 
a. Geografis  
SIG dibangun berdasarkan geografis atau spasial, didalamnya terdapat 
objek-objek yang dapat berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. 
Keterangan spasial dari objek-objek ini ditampilkan pada suatu peta untuk 
memberikan gambaran yang representatif dari keadaan sebenarnya di 
muka bumi. 
b. Informasi 
Pada representasi permukaan geografis SIG, terdapat beberapa objek-
objek dimana tiap-tiap objek memiliki informasi masing-masing yang 
unik. Hubungan langsung antara objek dan informasi yang bersifat 




c. Sistem  
Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan 
berketergantungan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai 
tujuan tertentu. Pada SIG sistem merupakan kumpulan dari informasi, 
data geospatial, dan juga sistem komputer atau perangkat elektronik 
lainnya. 
Dari pengertian tiap kata diatas, maka SIG dapat didefinisikan sebagai 
sistem informasi berbasis komputer yang menggabungkan antara unsur peta 
(geografis) dan informasinya tentang peta tersebut (data atribut) yang 
dirancang untuk mendapatkan, mengolah, memanipulasi, analisa, 
memperagakan dan menampilkan data spatial untuk menyelesaikan 
perencanaan, mengolah dan meneliti masalah.   
2. Komponen Utama SIG 
Dalam merancang SIG dibutuhkan 3 komponen utama yaitu sistem 
komputer, data geospatial serta pengguna. Ketiganya saling berhubungan 

















Sistem komputer terdiri dari hardware dan software, komponen pada 
software terdiri dari program, database, dan Graphical user interface (GUI). 
Dimana perlu diketahui bahwa bagian GUI merupakan tampilan dari program 
yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Dalam berkomunikasi dan 
mendapatkan informasi, GUI menjembatani program kompleks dan 
kumpulan informasi dalam database dan yang ingin diakses dengan 
kemampuan seorang pengguna yang awam. 
Sedangkan hardware merupakan perangkat eletronik atau juga dapat 
disebut dengan platform  dimana program dan database berjalan. Hardware 
dapat berupa computer atau perangkat-perangkat elektronik bersifat mobile 
seperti alat GPS, PDA atau smartphone. 
Data geospatial mengandung rujukan geografi secara langsung seperti 
latitude (garis lintang), longitude (garis bujur), atau sebuah rujukan implicit 
seperti sebuah alamat, kode pos, dan lain-lain. Pada aplikasi yang kompleks, 
rujukan geografis mempunyai sebuah proses yang otomatis yang disebut 
geocoding; digunakan untuk menciptakan rujukan geografi expilist dari 
implicit atau gambaran seperti sebuah alamat. 
Kumpulan dari data geospatial dihubungkan pada suatu sistem 
computer. Sistem ini dapat mengenal informasi yang terkandung pada data 
geospatial dan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 
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Lalu kebutuhan pengguna dapat disesuaikan dengan data yang tersedia. Maka 
dapat dimunculkan data geospatial yang berhubungan. 
Apabila kita melihat secara perspektif global maka ketiga data tersebut 
berinteraksi pada suatu sistem yang memiliki aturan atau prosedur tertentu 
dalam berhubungan satu sama lain. Kurang lebih hal tersebut juga yang 
diungkapkan oleh Faimah Batubara mengenai SIG yaitu sebuah sistem yang 
terdiri daripada computer, software, data, manusia, organisasi dan aturan-
aturan institusi untuk pengumpulan, penyimpanan, penganalisis, dan 
penyeberan informasi tentang tempat di bumi. 
3. Data SIG 
Sistem informasi geografi bekerja dengan dua model, yaitu model 
vector dan model raster 
a. Model Raster 
Model raster adalah bentuk peta yang mengandung kumpulan-kumpulan 
dari potongan peta berupa grid/sel seperti peta hasil scanning maupun 
gambar/image. Masing-masing grid/sel atau pixel memiliki nilai tertentu 
yang bergantung pada bagaimana image tersebut digambarkan. Sebagai 
contoh, pada sebuah image hasil penginderaan jarak jauh dari sebuah 
satelit, masing-masing pixel direpresentasikan sebagai panjang 
gelombang cahay yang dipantulkan dari posisi permukaan bumi dan 




Gambar 2. Struktur Data Raster 
 
Pada image hasil scanning, masing-masing pixel merepresentasikan 
keterangan nilai yang berasosiasi dengan poin-poin tertentu pada image 
hasil scanning. Dalam SIG, setiap data geografsi memiliki data tabular 
yang berisi informasi spasial. Data tabular tersebut dapat direlasikan oleh 
SIG dengan sumber data lain seperti basis data yang berada diluar tools 
SIG. 
b. Model Vektor 
Pada model ini, suatu objek geografis direpresentasikan secara eksplisit 
dengan dicantumkannya koordinat objek. Terdapat tiga bentuk objek 
geografis yaitu titik (point) dideskripsikan melalui sepasang koordinat 
x,y. Garis (line) seperti jalan dan sungai diseskripsikan sebagai kumpulan 
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dari koordinat-koordinat point. Dan area (polygon) seperti zona project 
disimpan sebagai pengulangan koordinat yang tertutup. 
Data SIG pada umumnya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu peta 
umum (mengenai jalan, jalan raya, batas wilayah, sungai danau, nama-nama 
tempat); data dan peta urusan perniagaan (mengenai demografi, layanan, 
telekomunikasi, iklan); data dan peta lingkungan (mengenai cuaca, lingkungan 
topografi, sumber daya alam); serta peta rujukan umum (rujukan peta-peta 
yang bersifat umum seperti peta dunia dan negara). 
Pada tiap-tiap kelompok data diatas, terdapat sumber yang beragam 
tempat data didapatkan. Menurut Dhani Gumelar dalam artikelnya mengenai 
data spasial, data pada peta dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber, 
diantaranya adalah : 
 Citra Satelit; satelit dapat merekam kondisi atau gambaran dari 
permukaan bumi dengan menggunakan sensor/kamera. 
 Peta Analog; merupakan bentuk tradisional dari data spasial, dimana data 
ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Seiring dengan perkembangan 
teknologi, peta analog dapat disimpan dalam bentuk format digital dengan 
menggunakan alat scanner. 
 Foto Udara (Aerial Photographs); serupa dengan citra satelit, namun 
pengambilan gambar dilakukan dari pesawat udara. 
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 Data Tabular; berfungsi sebagai atribut bagi data spasial seperti data 
sensus penduduk, data sosial, dan data ekonomi. 
 Data Statistik; metode pengumpulan data periodic pada tempat 
pengamatan geografis. Missal data curah hujan. 
 Data Tracking; cara pengumpulan data dalam periode tertentu untuk 
tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan, contoh: kebakaran hutan, 
gunung meletus, debit air sungai. 
4. Perangkat dan Aplikasi SIG 
SIG dapat diterapkan pada berbagai macam peralatan atau perangkat. 
Contohnya adalah menggunakan perangkat mobile, seperti Global 
Positioning System (GPS), yang merupakan suatu teknologi yang 
menggabungkan sistem informasi geografis dengan sistem navigasi yang 
menggunakan komunikasi satelit. Contoh aplikasi lainnya yang 
menggunakan perangkat mobile adalah dengan personal Digital Assistat 
(PDA) dan smartphone. Pada perangkat ini, implementasi SIG dapat berupa 
program aplikasi GPS atau program aplikasi web based yang akan dijelaskan 
lebih lanjut. 
Untuk aplikasi SIG yang berbasis computer program-program yang 
ada cukup beragam, yaitu ESRI, mAPInfo, autodesk, dan mapserver. 
Sedangkan untuk aplikasi database terdapat beberapa aplikasi yang dapat 
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digunakan sebagai database Oracle Spatial, PostgreSQL, Informix, DB2, 
Ingres dan MySQL. 
5. Kemampuan SIG 
Berdasarkan pengertian mengenai SIG dari berbagai macam sumber, 
kemampuan SIG dapat dilihat secara langsung. Berikut adalah kemampuan-
kemampuan SIG menurut Prahasta (2005:72) dalam Skripsi Mohammad Adi 
Zawawi 2010 yang diambil dari beberapa definisi mengenai SIG : 
a. Memasukkan dan mengumpulkan data geografis 
b. Mengintegrasikan data geografis 
c. Memeriksa, meng-update (meng-edit) data geografis 
d. Menyimpan memanggil kembali data geografis 
e. Merepresentasikan atau menampilkan data geografis 
f. Mengelola data geografis 
g. Memanipulasi data geografis 
h. Menganalisa data geografis 
i. Menghasilkan keluaran (output) data geografis dalam bentuk-bentuk; peta 
tematik (view dan layout), tabel, grafik (chart) laporan (report), dan 
lainnya baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. 
6. Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WebGIS) 
WebGIS merupakan sebuah web mapping, web mapping yang 
dimaksud dalam WebGIS bukan pemetaan internet, dan berarti tidak hanya  
menampilkan peta (yang berupa gambar statis) kedalam situs internet namun 
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dapat berinteraksi dengan user. Menurut Sanjaya WebGIS dapat didefinisikan 
sebagai suatu sistem yang kompleks yang dapat diakses di internet, untuk 
mengakuisisi, menyimpan, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis 
dan menampilkan data tanpa memerlukan perangkat lunak GIS. 
Web mapping bukanlah memindahkan aplikasi GIS desktop ke dalam 
bentuk web-based walaupun memungkinkan untuk itu. Pengguna internet 
berasal dari berbagai kalangan dengan berbagai kemampuan atas GIS, dari 
yang tidak tahu sampai ahli. Web mapping memanfaatkan fungsi 
interaktifitas yang ada aplikasi GIS dalam bentuk web. 
E. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah 
Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan 
perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah biasanya 
dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah sedangkan perencanaan  
aktivitas biasanya tertuang dalam rencana pembangunan wilayah, baik jangka 
panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan wilayah 
sebaiknya dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah. Dalam kondisi ideal, 
perencanaan wilayah sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang 
wilayah karena tata ruang wilayah merupakan landasan sekaligus sasaran dari 
perencanaan pembangunan wilayah. Akan tetapi dalam praktiknya, cukup 
banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, tetapi berdasarkan 
undang-undang harus menyusun rencana pembangunan wilayah karena terkait 
dengan penyusunan anggaran. Seandainya tata ruang itu sudah ada dan masih 
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berlaku, penyusunan rencana pembangunan daerah haruslah mengacu pada 
rencana tata ruang tersebut. Rencana pembangunan adalah rencana kegiatan yang 
akan mengisi ruang tersebut. Dengan demikian, pada akhirnya akan tercapai 
bentuk ruang yang dituju. Tata ruang juga sekaligus memberi rambu-rambu 
tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh pada tiap sisi ruang wilayah. 
Dengan demikian, tata ruang adalah panduan utama dalam merencanakan 
berbagai kegiatan di wilayah tersebut. 
Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan daua 
pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan 
sektoral biasanya less-spatial (kurang memperhatikan aspek ruang secara 
keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat spasial dan 
merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan 
rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisikan kondisi ruang/penggunaan lahan 
saat ini (saat penyusunannya) dan kondisi ruang yang dituju, misalnya 25 tahun 
yang akan datang. Rencana pembangunan wilayah misalnya RPJM, 
merencanakan berbagai kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun dan 
nantinya dituangkan lagi dalam rencana tahunan yang semestinya langsung 
terkait dengan anggaran.  
1. Pendekatan Sektoral 
Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam 
wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap 
sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, 
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menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan 
peningkatan tersebut.  
Suatu metode pendekatan sektoral yang mengarah kepada analisis 
masukan-keluaran telah pernah dicoba oleh Leknas dalam menyusun Pola 
Makro Repelita III Sumatra Utara. Dalam metode ini, sektor-sektor dibagi atas 
sektor penghasil barang (goods sector) dan sektor lainnya (service sector). 
Dalam pendekatan sektoral, untuk tiap sektor/komoditi, semestinya dibuat 
analisis sehingga dapat member jawaban tentang: sektor apa yang memiliki 
competitive advantage di wilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat 
bersaing di pasar global, sektor apa yang basis dan non basis, sektor apa yang 
perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut.  
Atas dasar berbagai criteria tersebut diatas, dapat ditetapkan skala 
prioritas tentang sketor apa yang perlu dikembangkan di wilayah tersebut 
berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Penetapan skala prioritas sangat 
dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena keterbatasan 
dana terutama yang berasal dari anggaran pemerintah. 
2. Pendekatan Regional  
Pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektoral 
walaupun tujuan akhirnya adalah sama. Pendekatan regional dalam pengertian 
sempit adalah memperhatikan ruang dengan dengan segala kondisinya. 
Setelah melaluia analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum 
dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian di 
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rencanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut. Dengan 
demikian, penggunaan ruang menjadi serasi dan efisien agar member 
kemakmuran yang optimal bagi masyarakat.  
Analisis regional adalah analisis atas penggunaan ruang saat ini, analisis 
atas aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang dan perkiraan atas 
bentuk penggunaan ruang di masa yang akan datang. Analisis regional 
(spasial) didasarkan pada anggapan bahwa perpindahan orang dan barang dari 
satu daerah ke daerah lain adalah bebas dan bahwa orang akan berpindah 
berdasarkan daya tarik suatu daerah yang lebih kuat dari daerah lain. 
Pendekatan regional adalah pendekatan yang memandang wilayah sebagai 
kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan 
daya tarik masing-masing. Hal inilah yang membuat mereka saling menjalin 
hubungan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. 
Analisis ekonomi regional kemudian dikombinasikan dengan 
pendekatan tata ruang, sehingga harus dibarengi dengan peta-peta untuk 
mempermudah dan memantapkan analisis. Selain menggambarkan keadaan 
saat ini ada juga peta yang menggambarkan proyeksi arah perpindahan faktor-
faktor produksi dan peta perkiraan kondisi di masa yang akan datang. 
Pendekatan ruang adalah pendekatan dengan memperhatikan: 
a. Struktur ruang saat ini, 
b. Penggunaan lahan saat ini, 
c. Kaitan suatu wilayah terhadap wilayah tetangga. 
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Unsur-unsur struktur ruang yang utama adalah 
a. Orde-orde perkotaan, termasuk di dalamnya konsentrasi permukiman; 
b. Sistem jaringan lalu lintas, termasuk penetapan jaringan jalan primer, 
jaringan jalan sekunder, dan jaringan jalan lokal; 
c. Kegiatan ekonomi berskala besar yang terkonsentrasi, seperti kawasan 
industry, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan, dan kawasan 
perkebunan. 
Pendekatan regional semestinya dapat menjawab berbagai pertanyaan 
yang belum terjawab apabila hanya menggunakan pendekatan sektoral seperti 
berikut ini: 
a. Lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang; 
b. Penyebaran penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan 
munculnya pusat-pusat permukiman baru; 
c. Adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana yang perlu 
dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut; 
d. Perlunya penyediakan berbagai fasilitas sosial (sekolah, rumah sakit, 
jaringan listrik, jaringan telepon, dan penyediaan air bersih) yang 
seimbang pada pusat-pusat permukiman dan pusat berbagai kegiatan 
ekonomi yang berkembang; 
e. Perencanaan jaringan penghubung (prasarana dan mode transportasi) 




Perlu dicatat bahwa pada waktu pendekatan sektoral, kebutuhan 
berbagai fasilitas sosial seperti: sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih, 
jaringan listrik, jaringa telepon, dan lain-lain telah dibahas sesuai dengan 
sektornya masing-masing. Setelah melakukan pendekatan regional maka 
sudah dapat diprediksi berbagai lokasi yang akan berkembang. 
F. Superimpose (Overlay) 
Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi 
Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas 
grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. 
Secara singkatnya, overlay menampalkan suatu peta digital pada peta digital 
yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya 
yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. 
Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. 
Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan 
lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. 
Pemahaman bahwa overlay peta (minimal 2 peta) harus menghasilkan peta 
baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus ada poligon yang terbentuk 
dari 2 peta yang di-overlay. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari 
informasi peta pembentukya. Misalkan Peta Lereng dan Peta Curah Hujan, maka 




Teknik yang digunaan untuk overlay peta dalam SIG ada 2 yakni union dan 
intersect. Jika dianalogikan dengan bahasa Matematika, maka union adalah 
gabungan, intersect adalah irisan. Hati-hati menggunakan union dengan maksud 
overlay antara peta penduduk dan ketinggian. Secara teknik bisa dilakukan, tetapi 
secara konsep overlay tidak. 
 




Gambar 4. Variabel Overlay dalam SIG 
Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan 
atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun beda atributnya 
yaitu :  
1. Dissolve Themes  
Dissolve yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang 
mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang 
berbeda Peta input yang telah di digitasi masih dalam keadaan kasar, yaitu 
poligon-poligon yang berdekatan dan memiliki warna yang sama masih 
terpisah oleh garis polygon. Kegunaan dissolve yaitu menghilangan garis-
garis poligon tersebut dan menggabungkan poligon-poligon yang terpisah 





2. Merge Themes 
Merge themes yaitu suatu proses penggabungan 2 atau lebih layer 
menjadi 1 buah layer dengan atribut yang berbeda dan atribut-atribut tersebut 
saling mengisi atau bertampalan, dan layer-layernya saling menempel satu 
sama lain. 
3. Clip One Themes 
Clip One themes yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah 
yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau kecamatan. 
Suatu wilayah besar diambil sebagian wilayah dan atributnya berdasarkan 
batas administrasi yang kecil, sehingga layer yang akan dihasilkan yaitu layer 
dengan luas yang kecil beserta atributnya. 
4. Intersect Themes 
Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer 
input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan 
output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua theme. 
5. Union Themes 
Union yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan 
poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung 






6. Assign Data Themes 
Assign data adalah operasi yang menggabungkan data untuk fitur theme 
kedua ke fitur theme pertama yang berbagi lokasi yang sama Secara 
mudahnya yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. 
G. RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
1. Rencana Kawasan Permukiman 
Permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan 
konsekwensi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana 
perkotaan yang sangat intensif dalam pemanfaatan ruang darat, perairan 
maupun udaranya. Walaupun demikian agar masih tetap tumbuh berkembang 
hubungan sosial yang harmonis antar manusia, hubungan simbiosis 
mutualistis antar manusia dengan alam dan hubungan transendental yang 
kondusif antar manusia terhadap Tuhan, maka tatanan kawasan permukiman 
perkotaan yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas 
sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan seperti jalan, drainase, 
prasarana limbah cair maupun padat dan gas diarahkan pembangunannya 
tetap menjaga interkoneksi tersebut di atas. Pola permukiman perkotaan 
khususnya daerah yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan 
tempat evakuasi pengungsi bencana alam berupa lapangan terbuka.  
Bangunan-bangunan permukiman di tengah kawasan perkotaan Kota 
Pangkajene diarahkan berorientasi vertikal dengan mengendalikan 
pembangunan fisik kawasan secara horisontal. Demikian pula halnya dengan 
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kawasan perkotaan ibukota kecamatan agar dapat menyediakan ruang 
terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kotanya. 
Permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan 
kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan 
yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan 
non agraris. Walaupun demikian agar selalu tetap terjaga atmosfir tumbuh 
berkembangnya hubungan harmonis sosial antar manusia, hubungan 
simbiosis mutualistis antar manusia dengan alam dan hubungan transendental 
yang kondusif antar manusia dengan Tuhan, maka tatanan kawasan 
permukiman perdesaan yang terdiri dari sumber daya buatan seperti 
perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perdesaan 
seperti jalan, irigasi, drainase, prasarana pengolahan limbah cair maupun 
padat diarahkan pembangunannya tetap menjaga kelestarian alam dan 
harmonisasi interkoneksi tersebut di atas.  Bangunan-bangunan perumahan 
diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal masyarakat di 
Kabupaten Pangkajene & Kepulauan. Pada kawasan yang memiliki 
kelerengan diatas 15% agar dilakukan rekayasa terassering untuk 






a. Pola Ruang Kawasan Permukiman  Perkotaan 
Pola ruang perkotaan berdasarkan kebutuhan minimal ruang kegiatan 
permukiman perkotaan yang terinci dalam komposisi pemanfaatan ruang 
adalah tersedianya ruang–ruang sebagai berikut :  
- Ruang fasilitas perumahan dengan beragam tipologi dari kelas 
menengah kebawah hingga kelas atas.  
- Ruang fasilitas pendidikan minimal dari tingkat TK s/d tingkat 
pendidikan menengah atas 
- Ruang fasilitas jasa & perdagangan berskala minimal sampai dengan 
skala kota 
- Ruang fasilitas kesehatan yang dapat melayani minimal pada skala 
kota 
- Ruang perkantoran pemerintah  
- Ruang terbuka kota dan hutan kota serta taman kota 
- Ruang rekreasi dan olah raga  
- Pusat-pusat intermoda transportasi  
Adapun pola pemanfaatan ruang juga dibentuk berdasarkan batasan-
batasan berdasarkan aspek lingkungan hidup. Batasan-batasan tersebut 
dijelaskan sebagai berikut:  
- Batasan Kepadatan penduduk, di mana terdapat ruang dengan 
kepadatan rendah, kepadatan menengah dan kepadatan tinggi  
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- Batasan Komposisi pemanfaatan lahan menurut fungsi kegiatan, di 
mana sebagai kota, maka dimungkinkan konversi lahan pertanian 
menjadi fungsi perumahan atau komersial; karena pada hakekatnya 
budaya kehidupan kota adalah budaya jasa & perdagangan.  
- Batasan kelerengan fisik, di mana lahan untuk perumahan hanya 
disyaratkan pada kelerengan sampai 15%.  Untuk lahan bagi kegiatan 
industri adalah sampai pada kelerengan 8%.  Tanah dengan 
kelerengan di atas 40% adalah untuk fungsi konservasi dan resapan 
air.  
- Batasan minimal 30% dari luas wilayah kota difungsikan sebagai 
ruang terbuka hijau. 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka areal yang potensial untuk 
dikembangkan bagi kegiatan permukiman perkotaan terletak di 
Kecamatan Pangkajene, Minasa Te’ne, dan Kecamatan Bungoro. 
b. Pola Ruang Kawasan Permukiman Perdesaan 
Pada setiap desa perlu ditetapkan delineasi fungsi desa, yakni wilayah 
yang dijadikan permukiman dan wilayah budidaya non pemukiman 
(lahan petanian, perkebunan, peternakan, dll).  Sebagai kawasan 
pedesaan, maka kehidupan utamanya adalah bersendi pada hasil 
budidaya pemanfaatan alam di kawasan pedesaan.  Kehidupan jasa & 
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perdagangan tidak bersifat dominan dalam tatanan ruang kawasan 
pedesaan.  
Dengan demikian, maka pola pemanfaatan ruang kawasan pedesaan 
diarahkan untuk menjangkau fungsi-fungsi kegiatan sebagai berikut:  
- Perumahan 
- Pusat perdagangan skala lokal (pasar, pertokoan) 
- Sarana rekreasi dan olah raga 
- Sentra-sentra penunjang produksi utama pedesaan  
- Pendidikan minimal sampai tingkat SD-SLTP terpadu satu atap 
- Pelayanan kesehatan minimal berskala lokal pedesaan  
Selain itu, untuk menjaga suasana kehidupan pola pedesaan, maka 
diperlukan batasan-batasan pemanfaatan lahan sebagai berikut :  
- Kepadatan penduduk sampai maksimal kepadatan sedang 
- Ruang dominan fungsi perumahan di kelerengan maksimal 15% 
- Ruang pusat perumahan dan permukiman dikelilingi areal produksi 
pertanian atau jenis produksi utama pedesaan lainnya.  
Permukiman perdesaan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni; (i) 
permukiman desa pedalaman, dan (ii) permukiman desa nelayan. Untuk 
desa pedalaman sebagian besar terdapat di Kecamatan Balocci, Tondong 
Tallasa, Segeri, dan Ma,rang, sedangkan desa nelayan dominant terdapat 




Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain: 
 pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan 
untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, 
mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan 
manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan 
fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan 
prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;  
 pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan 
menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan 
fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap 
desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok   
permukiman; 
 menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan 
pertanian; 
 pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap 
menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan; 
 membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari 
penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara 
kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau; 
 pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui 
pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan 
kecamatan yang ada di kabupaten;dan 
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 pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan 
tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman 
baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra 
ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang 
kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang. 
Intensifikasi Pembangunan 
Konsep intensifikasi pembangunan adalah : 
 Mengoptimalkan fungsi bangunan dalam kawasan (baik fungsi 
lama maupun fungsi baru); 
 Mengembangkan kawasan yang ada dengan melakukan 
pembangunan secara vertikal untuk mengantisipasi keterbatasan 
lahan. 
Redevelopment 
Konsep redevelopment adalah : 
Pengembangan kawasan dengan cara membangun kembali 
(rekonstruksi) kawasan dengan fungsi baru yang dinilai memiliki 
potensi dan prospek yang lebih baik dari fungsi sebelumnya. 
Kawasan-kawasan yang dikembangkan dengan cara redevelopment 
adalah: 
 Kawasan yang berada pada wilayah baru yang sangat berpotensi 
berkembang, dimana akan mengalami perubahan fungsi dari 
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bangunan perumahan dan permukiman menjadi bangunan 
perdagangan/jasa, perkantoran dan lainnya. 
  Redevelopment kawasan permukiman menjadi kawasan campuran 
(mix use), yaitu pada kawasan-kawasan yang memiliki nilai dan 
tingkat kestrategisan yang tinggi bagi pengembangan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 
  Kawasan-kawasan lain yang akan dikembangkan fungsi-fungsi 
baru. 
Relokasi 
Arahan pengembangan kawasan dengan konsep relokasi diberlakukan 
pada kawasan-kawasan yang rawan bencana dan sudah sangat sulit 
untuk diatasi/dicari jalan keluarnya.  
Renovasi 
’Urban Renewal’ atau renovasi kota adalah pengembangan dan 
pembangunan baru yang dilakukan dengan konsep subsidi silang, 
konsep land sharing atau pola kemitraan, meliputi usaha-usaha 
perbaikan dan penataan kembali/membangun kawasan beserta 
prasarana dan sarana penunjang. Untuk memaksimalkan pemanfaatan 
lahan maka diarahkan pada pola pembangunan vertikal (seperti 
kompleks ruko dan rukan ataupun rumah susun (rusun dan rusunawa). 
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Umumnya, kawasan-kawasan yang direnovasi adalah kawasan 
permukiman padat dan kumuh yang berada di lokasi strategis atau 
kampung di zona komersial.  
Sasaran yang ingin dicapai dengan cara penataan kota berkonsep 
renovasi adalah selain untuk memberikan kehidupan yang lebih layak 
dan rasa aman kepada masyarakat, juga memberikan nilai estetis dan 
nilai tambah bagi lingkungan dan kota secara keseluruhan sehingga 
produktivitas masyarakat meningkat dan kota menarik bagi pelaku 
usaha dan investor. 
Rehabilitasi 
Konsep rehabilitasi adalah pembangunan dan pengembangan kawasan 
dengan cara memperbaiki lingkungan kawasan yang telah terjadi 
degradasi sehingga dapat berfungsi kembali sebagai sediakala. 
Kawasan-kawasan yang dikembangkan dengan cara rehabilitasi 
adalah: 
 Kawasan-kawasan tidak terbangun yang berfungsi lindung seperti, 
kawasan sempadan sungai, sempadan danau, sekitar mata air, 
kawasan lereng curam. 
 Kawasan-kawasan resapan air yang berada pada perbukitan dan 
kaki-kaki bukit/ pegunungan 














STUDI PERMUKIMAN BERBASIS GIS GUNA  
KECAMATAN PANGKAJENE 
1. Bagaimana pengembangan permukiman berdasarkan 
hasil pemetaan dengan pendekatan ArcGIS di 
Kecamatan Pangkajene ? 
2. Seberapa besar tingkat kesesuaian lahan permukiman 
pada Kecamatan Pangkajene berdasarkan RTRW? 
Pertumbuhan Perumahan Permukiman 
Kesesuaian Sebaran Kawasan Perumahan Permukiman 
Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan 
Analisis pemetaan kawasan 
perumahan permukiman 
Overlay 
Citra Satelit 2012/2017 
Peta Rencana Pola Kawasan 
Permukiman berdasarkan 
RTRW 
Kesesuaian Lahan Permukiman 
1. Untuk mengidentifikasi pengembangan permukiman 
berdasarkan hasil pemetaan dengan pendekatan ArcGIS 
di Kecamatan Pangkajene. 
2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan 
permukiman pada Kecamatan Pangkajene berdasarkan 
RTRW. 
3.  






A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkajene Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 
wilayah sebesar 4.739 Ha. Adapaun beberapa Kelurahan yang termasuk Kawasan 
permukiman perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu, 
Kelurahan Sibatua, Kelurahan Bonto Perak, Kelurahan Anrong Appaka, 
Kelurahan Tekolabbua, Kelurahan Jagong, Kelurahan Tumampua, Kelurahan 
Doangan, Kelurahan Pabundukang, dan kelurahan Mapasalle. Kawasan 
permukiman perkotaan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  memiliki luas 
4.739 Ha. Waktu penelitian ditargetkan selama 6 bulan terhitung mulai bulan 
Februari sampai bulan Juli 2018. 
B. Jenis Data dan Sumber Data 
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini data dan informasi 
yang relevan dan lengkap, adapun jenis data terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu: 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di 
lapangan yang berhubungan dengan kondisi dan sebaran permukiman 
berdasarkan kondisi lapangan dan hasil wawancara dengan masyarakat 
setempat. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh pada instansi terkait guna 
mengetahui data kuantitatif objek penelitian, dimana data ini bersumber dari 
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beberapa instansi terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskritif. Jenis 
data yang dibutuhkan mencakup data letak geografi wilayah, jumlah 
penduduk, luas wilayah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian. 
C. Metode Pengumpulan Data 
1. Metode pengumpulan data primer yaitu: 
a. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data 
melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung di 
lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk 
menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi. Observasi 
dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap 
sebaran permukiman wilayah penelitian. 
b. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal 
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.  
c. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data sekunder atau dokumentasi 
dengan mengambil data-data dalam bentuk visual tentang kondisi 
lapangan. 
2. Metode pengumpulan data sekunder yaitu telaah pustaka adalah cara 
mengumpulkan data informasi dengan cara membaca atau mengambil data 
yang sifatnya dokumen dan literature pada dinas terkait atau buku-buku yang 





D. Variabel Penelitian 
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, gejala, peristiwa yang dapat 
diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Variabel digunakan dalam proses 
identifikasi ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana 
suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable penelitian yang digunakan. 
Adapun variable penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
Tabel 2. Variabel Penelitian 
No. Variabel Indikator 
1. Pemetaan Kawasan   Perubahan Lahan 
2. Perkembangan Kawasan 
Permukiman 
 Peta Perubahan Kawasan 
Permukiman 
 RTRW Kabupaten Pangkep 
Sumber: Hasil Kajian Peneliti 
 
E. Metode Analisis Data 
Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
berdasarkan rumusan masalah yaitu analisis kualitatif yaitu: 
1. Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka digunakan metode analisis 
superimpose (overlay) atau tumpang susun peta perubahan lahan perumahan 
permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Analisis penggunaan 
lahan  dalam dua titik tahun (tahun 2012 dan tahun 2017) dilakukan untuk 
mengetahui perubahan penggunaan lahan permukiman 5 tahun terakhir. 
Analisis ini menggunakan data citra satelit dengan resolusi tinggi yaitu citra 
landsat. Analisis citra dilakukan dengan menggunakan alat analisis Sistem 
Informasi Geografis (SIG) yaitu berupa Aplikasi ArcGIS 2010. Pengolahan 
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data citra dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pertama, koreksi geometri meliputi 
penyiapan data dengan pengambilan titik kontrol di bumi antara citra dengan 
peta; penentuan titik kontrol dilakukan dengan sistem UTM (Universal 
Transverse Mercator) dan kedua, digitasi visual yang didasarkan pada 
warna/rona, tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan dan asosiasi spasial. Citra 
49 resolusi tinggi memiliki kenampakan visual yang dapat membedakan 
antara objek satu dengan objek lainnya sehingga memudahkan dalam 
interpretasi tutupan lahan. Analisis deteksi perubahan penggunaan lahan 
dilakukan dengan cara tumpang susun (overlay) peta penggunaan lahan tahun 
2012 dan tahun 2017 sehingga menghasilkan peta sebaran perumahan dan 
permukiman. 
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka digunakan metode analisis 
overlay dengan peta Kawasan Permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 
Berdasarkan evaluasi terhadap hasil penelitian tersebut dengan cara 
overlay peta perubahan kawasan permukiman dengan RTRW Kabupaten 
Pangkep tahun 2011-2031 akan menunjukan dominasi kesesuaian antara lahan 
permukiman berdasarkan eksistensi dengan RTRW Kabupaten Pangkep serta 
menghasilkan luasan kawasan permukiman yang sesuai dan tidak sesuai.  
F. Definisi Operasional 
Definisi operasional diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh 
pemahaman yang tepat terkait dengan maksud penelitian sehingga menghindari 
adanya pemaknaan ganda, definisi tersebut antara lain:  
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1. Pemetaan kawasan perumahan dan permukiman merupakan kegaiatan 
pemetaan yang dilakukan dengan overlay atau tumpang susun peta perubahan 
lahan perumahan permukiman dengan  membandingkan interpretasi citra 
Landsat  jangka 5 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2017 di overlay untuk 
mendapatkan perubahan luas perumahan permukiman. 
2. Perubahan lahan yaitu suatu kondisi lahan yang berbeda dalam jangka waktu 
5 tahun berupa lahan non perumahan permukiman menjadi lahan perumahan 
dan permukiman atau sebaliknya di Kecamatan Pangkajene. 
3. Kesesuaian peruntukan kawasan perumahan permukiman berdasarkan RTRW 
yaitu perkembangan perumahan permukiman yang terjadi di Kecamatan 
Pangkajene selaras atau tidak selaras dengan peraturan peruntukan kawasan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep yang telah 
dituangkan dalam dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 
Kabupaten Pangkep. 
4. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau dalam bahasa inggris Geografic 
Information System (GIS) merupakan sistem informasi yang dilakukan untuk 
memperoleh data spasial suatu wilayah. 
5. ArcGIS 2013 merupakan aplikasi grafis yang digunakan untuk mengolah data 
spasial yang diperolah dari data citra satelit/ landsat berupa foto udara yang 
menampakkan lahan suatu wilayah dari ketinggian tertentu untuk mengetahui 
lokasi  dan luasan permukiman suatu wilayah berdasarkan ciri-ciri yang 
terlihat di citra satelit. 
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6. Pemetaan Kawasan Permukiman merupakan penggambaran dari sebaran 
permukiman berdasarkan eksisting wilayah tahun 2017 dan tahun 2012 untuk 
mengetahui perubahan lahan permukiman. 
7. Overlay Peta Kawasan Permukiman dan Peta RTRW Kabupaten Pangkep 
adalah teknik tumpang 2 peta yaitu peta sebaran kawasan permukiman hasil 
dari overlay citra satelit tahun 2012 dan tahun 2017 di Kabupaten Pangkep 
dan Peta Rencana Pola Kawasan permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Wilayah 
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah 
satu wilayah otonom wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 
wilayah sebesar 12.311,43 Km² yang terdiri dari 898,29 Km² wilayah 
daratan dan 11.464,44 Km² wilayah kepulauan dan secara geografis 
wilayah, Kabupaten Pangkep terletak pada posisi 110°BT dan 4°.40’-
8°.00’ LS dengan batas wilayah administratif Kabupaten Pangkep adalah 
sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang 
struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten 





1. Wilayah Daratan 
Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah 
dataran rendah sampai pegunungan, dimana potensi cukup besar 
juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya Sumber daya alam 
berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. 
Disamping itu potensi pariwisata alam yang`mampu menambah 
pendapatan daerah. 
Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan 
Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan 
Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan 
Minasa Te’ne Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan 
Mandalle. 
2. Wilayah Kepulauan 
Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan 
merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang 
sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat 
besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung 
perkembangan wilayah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. 
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Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu : Kec. Lk.Tuppabiring, Liukang 
Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan 
Liukang Tangayya. Berdasarkan hal tersebut, secara administrasi 
wilayah Kabupaten Pangkep meliputi 13 kecamatan dengan 103 
kelurahan/desa dengan rincian kecamatan disajikan pada Tabel 3. 
























1 2 3 4 5 6 
1 Liukang Tangaya 47.71 72.29 120.00 9 
2 Liukang Kalmas 35.89 55.61 91.50 7 
3 Liukang Tupabbiring 2.03 52.41 54.44 9 
4 Liukang Tup. Utara 2.80 82.76 85.56 7 
5 Pangkajene 47.39 0.00 47.39 9 
6 Minasatene 76.48 0.00 76.48 8 
7 Balocci 143.48 0.00 143.48 5 
8 Tondong Tallasa 111.20 0.00 111.20 6 
9 Bungoro 90.12 0.00 90.12 8 
10 Labakkang 97.48 0.98 98.46 13 
11 Ma’rang 75.12 0.10 75.22 10 
12 Segeri 78.28 0.00 78.28 6 
13 Mandalle 40.16 0.00 40.16 6 
Jumlah 848.14 264.15 1112.29 103 


































2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pangkajene 
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Luas Wilayah Kecamatan Pangkajene 47,39 Km
2 
dengan batas-batas 
administrasi sebagai berikut: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Minasatene 
Kecamatan  Pangkajene terdapat 9 Kelurahan, 19 Lingkungan, 45 
Rukun Warga dan 165 Rukun Tangga. Dengan rincian Kelurahan/ Desa 
sebagai berikut : 
Tabel 4. Luas Kelurahan/Desa 
No Kelurahan/Desa Luas Km
2
 
1 Sibatua 9,86 
2 Bonto Perak 9,10 
3 Anrong Appaka 7,19 
4 Takolabbua 8,32 
5 Jagong 1,32 
6 Tumampua 1,22 
7 Padoang Doangan 2,09 
8 Pabundukang 3,76 
9 Mappasaile 4,53 
Jumlah 47,39 




























Seperti halnya kondisi iklim pada umumnya di Wilayah Sulawesi 
Selatan, maka wilayah Kabupaten Pangkep mengenal dua musim, yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Lama dan bulan jatuhnya awal setiap 
musim sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. 
Rata-rata curah hujan pada pemantauan beberapa stasiun periode 
tahun 2017 dan tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson (1951) setiap 
wilayah mempunyai curah hujan yang berbeda-beda. Jumlah statsiun 
curah hujan di Kabupaten Pangkep sebanyak 3 lokasi, yakni Stasiun 
Tabo-Tabo, Leang Lonrong, dan Segeri. Untuk melihat kondisi curah 
hujan di wilayah Kabupaten Pangkep akan digunakan data dari stasiun 
Tabo-Tabo, dimana memperlihatkan bahwa Hujan tertinggi dalam kurun 
waktu tahun 2017 terjadi pada bulan Desember dan Nopember, yakni 
masing-masing sebesar 75 dan 327 mm. Sedangkan jumlah hari hujan 
terbanyak terjadi pada bulan Januari, yakni sebanyak 31 hari dan 
terendah pada bulan Agustus dan September dengan tidak ada hari hujan.  
Secara umum, Kabupaten Pangkep mempunyai iklim sub tropis dan 
berdasarkan data yang diperoleh memperlihatkan bahwa suhu udara rata-
rata terjadi antara 27-34 derajat celcius. Sedangkan kelembaban udara 






Tabel 5. Rata-rata Curah Hujan Setiap Bulan di Stasiun Tabo-Tabo Tahun 2016 






1 Januari  44 591 31 
2 Februari   24 212 23 
3 Maret  47 135 12 
4 April  28 180 13 
5 Mei  32 158 15 
6 Juni  46 323 14 
7 Juli  41 118 10 
8 Agustus  - - - 
9 September  - - - 
10 Oktober 36 60 3 
11 Nopember 75 267 15 
12 Desember 327 999 20 
























































c. Topografi dan Kemiringan Lereng 
Kondisi topografi merupakan elemen yang sangat mempengaruhi 
dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya 
dukung lahan. Kondisi topografi yang relatif bervariasi. Pada daerah 
kawasan pesisir menunjukan topografi yang relatif datar (kelerengan 0-
2%) dengan ketinggian antara 0-25 mdpl, sementara pada daerah non 
pesisir dengan kelerengan 2-25% dan berada pada ketinggian 25-50 
mdpl. Kecamatan Pangkajene tumbuh pada dataran rendah dengan 
limitasi perkembangan berupa kondisi topografi wilayah yang datar 
berada pada tempat-tempat yang saat ini merupakan pusat-pusat 
permukiman. 
Morpologi perkembangan fisik ruang kawasan tumbuh pada daerah 
datar di sepanjang pinggir jalan yang sudah terbentuk dengan limitasi 
perkembangan berupa lahan pertanian dan kebun campuran serta areal 
pertambakan. 
Kemiringan lereng pada kawasan permukiman perkotaan di 
Kecamatan Pangkajene terbagi menjadi 3 kategori, yakni 0 – 8%, 
kemiringan 8 – 15% dan kemiringan 15 – 25%, sehingga hampir 
keseluruhan kawasan permukiman perkotaan ini tergolong dalam 






















































Potensi sumber air yang ada di kawasan perkotaan cukup besar untuk 
dimanfaatkan sepanjang tahun dan dilestarikan fungsinya. Sumber bahan 
baku air berasal dari air permukaan berupa air sungai, air tanah dalam 
melalui sumur bor dan air tanah dangkal dengan sumur gali. 
Sumber air permukaan pada kawasan perkotaan berasal dari Sungai 
Pangkajene. Sungai tersebut mengalir dari arah timur ke barat kota dan 
akhirnya bermuara di pantai Selat Makassar. Di samping itu juga terdapat 
beberapa sungai lainnya yang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
air baku untuk pengelolaan air bersih. Potensi tersebut dapat 
dimanfaatkan baik sebagai sumber air untuk pertanian maupun sebagai 
sumber air bersih. Tetapi melihat kondisi saat ini kapasitas atau debit air 
pada Sungai Pangkajene semakin menurun terutama pada musim 
kemarau. Permasalahan air baku yang dihadapi saat ini berupa : 
 Potensi sumber air baku untuk keperluan air bersih di Kecamatan 
Pangkajene pada umumnya akan mengalami penurunan kapasitas 
atau debit air, sehingga perlu dipikirkan sumber air lain sebagai 
tambahan untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk yang semakin 
meningkat di masa mendatang. 
 Berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah pada saat ini, 
maka sulit untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber air baku 
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tersebut dengan kemampuan daerah itu sendiri, sehingga dibutuhkan 
bantuan dana dari pusat dan dari pihak swasta. 
Sementara itu, untuk sumber air dalam, pada wilayah perencanaan 
juga memiliki potensi yang cukup besar dengan tingkat kedalaman antara 
40-80 meter, namun hingga saat ini pemanfaatannya masih kurang dengan 
pertimbangan biaya ekonomi yang dibutuhkan cukup besar sedangkan 
untuk sumur gali sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya 
pada masyarakat dengan strata ekonomi keluarga yang tergolong rendah, 
serta keterbatasan jaringan air bersih yang ada. Sedangkan air tanah 
dangkal, air tanah dangkal pada umumnya terdapat pada kedalaman 2-5 
meter di daerah pesisir dan 5-10 meter pada daerah perbukitan. 
Pemanfaatan sumur gali ditinjau dari kondisi fisik airnya (warna dan 
bau) secara umum sudah memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi sebagai 
air minum tetapi ditinjau dari sifat kimianya masih dibutuhkan penelitian 
lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kandungan airnya yang dapat 
berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat. Guna memenuhi 
kebutuhan air bersih pada Kecamatan Pangkajene, disamping sumber air 
bersih berasal dari air tanah dangkal melalui sumur gali, juga dilayani 






























e. Geologi dan Tanah 
Struktur geologi batuan di Kecamatan Pangkajene memiliki 
karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan 
batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis 
batuan yang dapat ditemukan di Kecamatan Pangkajene pada umumnya 
terdiri atas batuan aluvium dan pantai, formasi tonasa dan lainnya. 
Jenis tanah umumnya sama, yaitu jenis tanah, bahan induk podsolik 
merah, latosol merah kekuningan dan berpasir,  dan litosol dengan tekstur 
































































f. Aspek Kependudukan 
Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan 
suatu wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap pengembangan atau pembangunan suatu wilayah 
dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, komposisi struktur 
kepedudukan serta adat istiadat dan kebiasaan penduduk. Dengan 
demikian karakteristik penduduk sangat diperlukan dalam penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang. 
Maju dan berkembangnya suatu kawasan atau kota adalah merupakan 
peran dari orang atau manusia yang ada didalamnya, sebab pada 
prinsipnya sesungguhnya dengan kemapaman atau skill dari setiap 
manusia tersebutlah yang mampu mengelola serta melakukan pamanfatan 
yang bijak serta mapan bagi daerah tersebut. Untuk melihat aspek 
kependudukan tersebut, beberapa hal yang perlu diidentifikasi menurut 
kondisi eksisting yang kemudian akan memberikan gambaran 
perkembangannya dimasa mendatang. 
Pada dasarnya jumlah penduduk di suatu wilayah sangat menjadi 
factor peningkatan daerah dan menjadi pengerak utama karena Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA) 
yang ada secara optimal dan maksimal. Jumlah penduduk di Kecamatan 
Pangkajene tahun 2016 adalah sebanyak 44.835 jiwa dengan jumlah 
penduduk terbanyak di Kelurahan mappasaile, yakni sebanyak 8.576 jiwa 
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atau 19,12% dari jumlah total penduduk di Kecamatan Pangkajene. 
Kemudian disusul pada Kelurahan Tumampua sebanyak 6.803 jiwa atau 
15,17%, dan yang terendah adalah Kelurahan Tekolabbua sebanyak 2.515 
jiwa atau 5,61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6. dan 
Tabel 7. 
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkajene Tahun 2016 
No Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase (%) 
1 Sibatua 2.940 6,56 
2 Bonto Perak 5.333 11,90 
3 Anrong Appaka 4.981 11,11 
4 Takolabbua 2.515 5,61 
5 Jagong 3.238 7,22 
6 Tumampua 6.803 15,17 
7 Padoang Doangan 6.104 13,61 
8 Pabundukang 4.345 9,70 
9 Mappasaile 8.576 19,12 
Jumlah 44.835 100 
Sumber : Kecamatan Pangkajene Dalam Angka 2017 
Kondisi persebaran penduduk di Kecamatan Pangkajene cenderung 
terpencar dan berkelompok menurut pola permukiman yang terbentuk 
baik secara alamiah maupun bentukan pengembang (developer). 
Permukiman penduduk yang terbentuk secara alamiah cenderung berpola 
linier mengikuti jalur jalan yang ada saat ini, sehingga distribusi penduduk 
relatif terpencar secara linier dengan tingkat kepadatan relatif rendah. 
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Sementara untuk permukiman yang dikembangkan developer relative 
mengelompok dengan tingkat kepadatan sedang. 
Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pangkajene tahun 2016 
sebesar 946 jiwa/km dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi 
terdapat di Kelurahan Tumampua yaitu sebanyak 5.576 jiwa/km, 
kemudian Kelurahan Padoang Doangan sebanyak 2.920 jiwa/km dan 
tingkat kepadatan terendah terdapat di Kelurahan Sibatua sebanyak 298 
jiwa/km. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi dan kepadatan 
penduduk di kawasan perencanaan dapat dilihat pada table 4.5. 









1 Sibatua 2.940 9,86 298 
2 Bonto Perak 5.333 9,10 586 
3 Anrong Appaka 4.981 7,19 692 
4 Takolabbua 2.515 8,32 302,28 
5 Jagong 3.238 1,32 2.453 
6 Tumampua 6.803 1,22 5.576 
7 Padoang Doangan 6.104 2,09 2.920 
8 Pabundukang 4.345 3,76 1.156 
9 Mappasaile 8.576 4,53 1.893 
Jumlah 44.835 47,39 946 





























B. Kawasan Permukiman Perkotaan di Kecamatan Pangkajene 
Kawasan permukiman yang ada pada Kecamatan Pangkajene merupakan 
kawasan permukiman perkotaan karena Kecamatan Pangkajene merupakan ibu 
kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga menjadikannya sebagai 
kawasan perkotaan. Memiliki tatanan kawasan permukiman perkotaan yang 
terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas 
umum, prasarana dan sarana perkotaan seperti jalan, drainase, prasarana limbah 
cair maupun padat dan gas diarahkan pembangunannya tetap menjaga 
interkoneksi tersebut di atas. 
Bangunan-bangunan permukiman di tengah kawasan perkotaan Kota 
Pangkajene diarahkan berorientasi vertikal dengan mengendalikan pembangunan 
fisik kawasan secara horisontal. Demikian pula halnya dengan kawasan 
perkotaan ibukota kecamatan agar dapat menyediakan ruang terbuka hijau 
minimal 30% dari luas wilayah kotanya. 
1. Penggunaan Lahan Kecamatan Pangkajene Tahun 2012 
Pada tahun 2012 penggunaan lahan yang ada pada kecamatan 
pangkajene terbagi menjadi 23 jenis. Dapat dilihat pada tabel 8. 
Tabel 8.  Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Pangkajene Tahun 2012 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
1 Belukar 64,93 
2 Karst 8,96 
3 Irigasi 1,14 
4 Jalan 22.83 
5 Kesehatan 3,90 
6 Lapangan 4,76 
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No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
7 Mangrove 41,17 
8 Olahraga 4,12 
9 Pekuburan 1,78 
10 Pendidikan 8,98 
11 Perdagangan 13,45 
12 Pergudangan 1,22 
13 Peribadatan 3,78 
14 Perkantoran 14,69 
15 Permukiman 341,59 
16 Peternakan 0,80 
17 Rawa 0,11 
18 RTH 2,46 
19 Sawah 1.255,92 
20 Sungai 193,10 
21 Tambak 2.749,11 
22 Terminal 0,16 
23 Tugu 0,03 
Total 4.739 
Sumber : Kecamatan Pangkajene Dalam Angka 2012 dan Hasil 
Olahan Pada GIS 
Pada tabel 8. dapat dilihat bahwa di Kawasan terbesar pada kawasan 
perkotaan kecamatan pangkajene pada tahun 2012 adalah Tambak dengan 
luas wilayah 2.479 Ha sedangkan kawasan Permukiman hanya seluas 324,48 
Ha. 
2. Penggunaan Lahan Kecamatan Pangkajene Tahun 2017 
Penggunaan lahan di kecamatan pangkajene pada tahun 2017 terbagi 
menjadi 21 jenis. Dapat dilihat pada tabel 9. 
Tabel 9. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Pangkajene 2017 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
1 Embung 0,17 
2 Hutan 16,20 
3 Karst 8,48 
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No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
4 Irigasi 0,53 
5 Jalan 45,48 
6 Kesehatan 3,66 
7 Mangrove 2,33 
8 Olahraga 6,42 
9 Pendidikan 17,97 
10 Perdagangan dan Jasa 27,57 
11 Pergudangan 2,00 
12 Peribadatan 6,89 
13 Perkantoran 5,92 
14 Permakaman 0,55 
15 Permukiman 400,72 
16 Ruang Terbuka Hijau 9,96 
17 Sawah 1.215,26 
18 Semak Belukar 8.00 
19 Sungai 194,78 
20 Tambak 2.765,78 
21 Terminal 0,39 
Total 4.739 
Sumber : Kecamatan Pangkajene Dalam Angka 2017 dan Hasil 
Olahan Pada GIS 
Pada tabel 9. dapat dilihat bahwa di Kawasan terbesar pada kawasan 
perkotaan kecamatan pangkajene pada tahun 2017 adalah Tambak dengan 
luas wilayah 2.496 Ha sedangkan kawasan Permukiman hanya seluas 400,58 
Ha. 
3. Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan 
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013-2033 
Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan 
perkotaan dalam rencana pola ruang maka penggunaan lahan yang ada terbagi 
menjadi 25 jenis. Dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 10. Luas  Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan 
Pangkajene Tahun 2013-2033  
Sumber : Rencana Detail Tata Ruang Kota Pangkajene Tahun 2013-2033 
 
Pada tabel 10. dapat dilihat bahwa di Kawasan terbesar pada RDTR 
kawasan perkotaan kecamatan pangkajene adalah kawasan Tambak dengan 
luas wilayah 2,610.92 Ha sedangkan kawasan Permukiman seluas 1,251.38 Ha. 
 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Luas (M
2) 
1 Daerah resapan air 0,76 7.626,81 
2 Industri 44,66 446.559,98 
3 Irigasi 0,67 6.678,41 
4 Jalan 148,89 1.488.912,38 
5 Karst 8,95 89.534,50 
6 Kawasan Sekitar Waduk 24,44 244.380,89 
7 Kesehatan 18,50 184.966,04 
8 Mangrove 2,71 27.115,58 
9 Olahraga 12,56 125.552,08 
10 Pariwisata 1,64 16.433,79 
11 Pendidikan 23,78 237.766,66 
12 Peribadatan 5,09 50.857,92 
13 Perkantoran 33,16 331.594,83 
14 Permukiman 1.251,38 12.513.765,34 
15 Rawa 0,00 25,99 
16 RTH 9,67 96.687,30 
17 SPBU 12,49 124.939,35 
18 Sawah 200,60 2.006.048,98 
19 Sempadan pantai 69,19 691.867,27 
20 Sempadan Sungai 51,99 519.894,48 
21 Taman 24,88 248.773,91 
22 Tambak 2.610,92 26.109.220,20 
23 Terminal 0,11 1.096,27 
24 Tugu 0,03 286,88 
25 Sungai 181,94 1.819.374,16 


























































Gambar 16. Peta Rencana Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

















C. Analisis  
1. Perkembangan permukiman berdasarkan hasil pemetaan dengan 
pendekatan ArcGIS di Kecamatan Pangkajene 
Pada proses analisis ini guna untuk mengetahui pengembangan 
permukiman berdasarkan hasil pemetaan menggunakan pendekatan ArcGIS 
dengan sistem analisis Overlay yang menggabungkan data penggunaan lahan 
pada tahun 2012 dengan data penggunaan lahan Tahun Akhir yakni Tahun 
2017. 
Tabel 11. Perubahan Lahan Kecamatan Pangkajene 2012-2017 
No Penggunaan Lahan 2012 Penggunaan Lahan 2017 Luas (M2) Jumlah (M2) 







Perdagangan dan Jasa 1050.66 
Peribadatan 397.2 
Permukiman 369872.15 
Ruang Terbuka Hijau 2966.7 
Sawah 39438.97 
Semak Belukar 61392.48 
Sungai 16171.44 
Tambak 8047.23 
2 Hutan Karst Hutan Karst 84752.87 
89566.33 Jalan 106.89 
Permukiman 4706.57 








No Penggunaan Lahan 2012 Penggunaan Lahan 2017 Luas (M2) Jumlah (M2) 
Permukiman 2908.11 
Ruang Terbuka Hijau 280.29 
Sawah 2151.49 
4 Jalan Jalan 228297.09 228297.09 












7 Mangrove Jalan 9232.92 
411728.97 Sungai 213406.99 
Tambak 189089.06 
8 Olahraga Jalan 679.85 
41186.21 Olahraga 40174.15 
Permukiman 332.21 




Ruang Terbuka Hijau 5518.52 
Sawah 2370.28 
Semak Belukar 1048.45 
10 Pendidikan Jalan 1400.79 
89839.52 
Pendidikan 76217.97 




Ruang Terbuka Hijau 31.74 
Sawah 903.26 
Tambak 715.16 
11 Perdagangan Jalan 2023.18 
134486.4 Pendidikan 587.82 
Perdagangan dan Jasa 116682.28 
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13 Peribadatan Jalan 824.9 
37815.09 
Pendidikan 277.38 













Ruang Terbuka Hijau 2204.79 
Sawah 40.31 
Semak Belukar 325.97 
Tambak 157.28 












Ruang Terbuka Hijau 20066.82 
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No Penggunaan Lahan 2012 Penggunaan Lahan 2017 Luas (M2) Jumlah (M2) 
Sawah 221216.33 




16 Peternakan Jalan 154.35 
8019.67 Permukiman 7660.47 
Sawah 204.85 
17 Rawa Permukiman 1068.88 1068.88 
18 RTH Jalan 3996.47 
24607.26 
Kesehatan 529.8 
Perdagangan dan Jasa 239.73 
Perkantoran 804.9 
Permukiman 6027.94 
Ruang Terbuka Hijau 7456.03 
Sawah 365.08 
Semak Belukar 5009.93 
Sungai 177.38 












Ruang Terbuka Hijau 14152.42 
Sawah 11483530.05 
Semak Belukar 5806.94 
Sungai 5.56 
Tambak 275025.7 







No Penggunaan Lahan 2012 Penggunaan Lahan 2017 Luas (M2) Jumlah (M2) 





Ruang Terbuka Hijau 3761.81 
Sawah 8916.57 
Semak Belukar 1437.57 
Sungai 1638820.74 
Tambak 232778.31 




Perdagangan dan Jasa 4996.71 
Peribadatan 2224.94 
Permukiman 102021.91 
Ruang Terbuka Hijau 36354.92 
Sawah 387879.64 
Semak Belukar 2148.77 
Sungai 65212.12 
Tambak 26863880.39 
22 Terminal Jalan 236.88 
1603.48 
Terminal 1366.6 
23 Tugu Perdagangan dan Jasa 286.88 286.88 
Jumlah 47.390.000 47.390.000 
Sumber :  Hasil Olahan Pada GIS (Overlay) penggunaan lahan 2012-2017 
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa, penggunaan lahan Kawasan 
Perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 dan 
penggunaan lahan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Tahun 2017 terjadi peningkatan kawasan permukiman yang 
dimana pada tahun 2012 luas kawasan permukiman yaitu 3.415.908,27 m
2
 





 (400,72 Ha), dapat di lihat bahwa dalam kurun waktu 5 
(Lima) tahun terjadi peningkatan sebesar 591.264,110 m
2


















































2. Besar tingkat kesesuaian lahan permukiman pada Kecamatan 
Pangkajene berdasarkan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten 
Pangkajene Dan Kepulauan 
Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan permukiman pada kawasan 
perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan RDTR diolah 
pada analisis Overlay yang merupakan proses manggabungkan antar 
penggunaan lahan Kecamatan Pangkajene tahun 2017 dan pola ruang Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 12. Hasil Yang Sesuai Antara Kesesuaian Lahan Kawasan Perkotaan 
Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan/Penggunaan Lahan Tahun 2017 
No Kesesuaian Lahan Luas Ha 
1 Irigasi 0,17 
2 Jalan 31,19 
3 Karst 8,48 
4 Kesehatan 3,26 
5 Olahraga 5,62 
6 Pendidikan 8,19 
7 Peribadatan 2,86 
8 Perkantoran 3,17 
9 Permukiman 314,01 
10 Ruang Terbuka Hijau 0,56 
11 Sawah 168,35 
12 Sungai 181,94 
13 Tambak 2.458,76 
14 Terminal 0,09 
Jumlah 3.186,65 
Sumber :  Hasil Analisis Olahan Pada GIS (Overlay) Kesesuaian Lahan Perkotaan Permukiman  








Tabel 13. Hasil Yang Tidak Sesuai Antara Kesesuaian Lahan Kawasan Perkotaan 















1 Daerah Resapan Air Perdagangan dan Jasa 133.63 
7,626.81 783.72 Permukiman 783.72 
Tambak 6,709.46 
2 Industri Permukiman 10,990.91 
446,599.98 10,990.91 Tambak 340,615.59 
Sawah 94,993.48 






Ruang Terbuka Hijau 234.35 
Sawah 2,622.16 
Semak Belukar 247.40 












Ruang Terbuka Hijau 6,499.52 
Sawah 586,196.43 




5 Karst Irigasi 37.48 
































8 Mangrove Sungai 5,105.03 
27,115.58 - 
Tambak 22,010.55 




Ruang Terbuka Hijau 6,717.60 
Sawah 49,209.00 
10 Pariwisata Jalan 208.73 
16,433.79 12,705.47 
Perdagangan dan Jasa 2,200.36 
Permukiman 12,705.47 
Tambak 1,319.23 
11 Pendidikan Jalan 3,554.96 
155,862.87 78,386.58 




Ruang Terbuka Hijau 30.59 
Sawah 72,612.52 
Tambak 715.16 
12 Peribadatan Jalan 604.21 
22,239.11 4,054.57 
Pendidikan 277.38 




























Semak Belukar 325.97 
Tambak 157.29 













Semak Belukar 41,284.84 






15 Rawa Permukiman 25.99 25.99 25.99 
16 RTH Irigasi 1,887.09 
91,109.05 9,288.89 
Jalan 2,293.14 





Semak Belukar 810.30 
17 SPBU Jalan 312.55 
124,939.35 13,190.13 
Perdagangan dan Jasa 122.31 
Permukiman 13,190.13 
Sawah 111,314.36 



























Ruang Terbuka Hijau 1,071.00 
Semak Belukar 18,160.60 
Sungai 55.46 
Tambak 13,175.13 
19 Sempadan pantai Jalan 11,595.38 
691,867.27 - Sungai 13,152.67 
Tambak 667,119.22 











Ruang Terbuka Hijau 6,110.47 
Sawah 1,491.40 
Semak Belukar 411.56 
Sungai 69,215.60 
Tambak 227,066.47 
































Ruang Terbuka Hijau 13,039.78 
Sawah 1,353,790.84 
Semak Belukar 11,593.72 
Sungai 35,036.73 
23 Yerminal Jalan 167.48 167.48 - 
24 Tugu Perdagangan dan Jasa 286.88 286.88 - 
Jumlah 15,523,456.50 953,256.92 
Sumber :  Hasil Analisis Olahan Pada GIS (Overlay) Kesesuaian Lahan Perkotaan Permukiman  
Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 
 
Dapat dilihat pada tabel 12 dan tabel 13, hasil analisis overlay antara penggunaan lahan tahun 
2017 dengan rencana pola ruang Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat hasil kawassan Permukiman yang sesuai 
3.140.067,21 m
2
 (314,01 Ha) sedangkan yang tidak sesuai 953.256,92 m
2








































D. Tinjauan Islam 
Permukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah 
dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dengan perumahan dan 
permukiman.  
Rumah membutuhkan kenyamanan, sekaligus merupakan tempat 
pengasingan, keamanan, dan keselamatan. Rumah bagi sebuah masyarakat 
mewakili seluruh indetitasnya dan identitas dari kultur mereka.  Adapun ayat 
yang terkait dengan penelitian ini salah satunya ada dalam Q.S Shaad(38) : 27, 
yang berbunyi : 
                             
        
Terjemahannya : 
“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya 
tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka 
celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” 
(Kementrian Agama RI, 2012) 
 
Allah swt menjelaskan bahwa dia menjadikan langit, bumi dan makhluk 
apa saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang 
menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang 
menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam kemalam serta bumi 
tempat tinggal manusia, baik yang tampak dipermukaannya maupun yang 
tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya 




Allah memberikan pertanyaan pada manusia. Apakah sama orang yang 
beriman dan beramal saleh dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi 
dan juga apakah sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat 
maksiat? Allah swt menjelaskan bahwa diantara kebijakan Allah ialah tidak akan 
menganggap sama para hambanya yang melakukan kebaikan dengan orang-orang 
yang terjerumus di lembah kenistaan. Allah swt menjelaskan bahwa tidak patutlah 
bagi zat Nya dengan segala keagungan Nya, menganggap sama antara hamba-
hambanya yang beriman dan melakukan kebaikan dengan orang-orang yang 
mengingkari keesaannya lagi memperturutkan hawa nafsu. 
Perumahan dan permukiman merupakan bagian dari alam. Alam 
merupakan karunia Allah yang harus kita jaga kelestariannya. Kita harus bisa 
menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. 
Mengekploitasi alam secara berlebihan dapat menyababkan rusaknya alam. 
Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari tindakan itu untuk tetap menjaga 
kelestarian alam yang merupakan karunia Allah swt. 
Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa "Allah telah memberitahukan 
bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat untuk 
seluruh alam. Yakni Allah telah memgutusnya untuk menjadi rahmat bagi mereka 
semuanya. Maka barang siapa menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, 
pasti dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi barangsiapa menolak 
rahmat ini dan menentangnya, pasti dia akan merugi di dunia dan di akhirat", 
rahmat ini meliputi seluruhnya. Termasuk alam ini, maka islam mengajarkan 
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untuk mencintai alam dan menjaganya, serta melarang berbuat berbagai 
kerusakan di muka bumi. Maka dari itu Allah swt menciptakan manusia sebagai 
khalifah di muka bumi dan itu semua adalah bentuk dalam rangka beribadah 











Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menemukan jawaban 
dari pertanyaan penelitian yang dituliskan sebelumnya. Penulis menarik 
kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: 
1. Luas kawasan permukiman pada tahun 2012 yaitu 3.415.908,27 m2 (341,59 
Ha) sedangkan luas kawasan permukiman tahun 2017 yaitu 4.007.172,37 m
2
 
(400,72 Ha), dapat di lihat bahwa dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terjadi 
peningkatan sebesar 591.264,110 m
2
 (59,13 Ha). 
2. Tingkat kesesuaian lahan kawasan permukiman pada kecamatan Pangkajene 
berdasarkan hasil overlay penggunaan lahan dan rencana pola ruang kawasan 
perkotaan kabupaten pangkep. Kawasan permukiman yang sesuai yaitu 
3.140.067,21 m
2
 (314,01 Ha) dari 31.866.543,50 m
2
 (3.186,65 Ha) penggunaan 
lahan kecamatan Pangkajene yang sesuai sedangkan kawasan permukiman 
yang tidak sesuai yaitu 953.256,92 m2 (95.33 Ha) dari 15.523.456,50 m2 (4.552,35 
Ha) penggunaan lahan kecamatan Pangkajene yang tidak sesuai. 
3. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa analisis yang digunakan bahwa 
telah terdapat banyak penyimpangan yang terjadi di pusat kota (daerah padat) 






Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu: 
1. Pemanfaatan lahan yang ada di kecamatan pangkajene sebaiknya di sesuaikan 
dengan rencana Detail Tata Runag (RDTR) Kawasan Perkotaan Kabupaten 
Pangkajene Dan Kepulauan agar terjadi keselarasan pembangunan. 
2. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meginformasikan bentuk 
perencanaan pembangunan yang ada kepada masyarakat agar perubahan 
penggunaan lahan yang di lakukan masyarakat selaras dengan perencanaan 
yang di lakukan oleh pemerintah 
3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar bias melakukan penelitian yang lebih 
mendalam mengenai perubahan lahan. Dengan seperti itu maka kajian akan 
lahan akan semakin banyak dilakukan dan diharapkan bias memperbaiki 
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